









































Judul Tesis “Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MAS Proyek UNIVA Medan”. An. Zakaria NIM. 09 PEDI 1576

Madrasah Aliyah adalah suatu lembaga pendidikan yang bercirikan Islam dan setingkat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Pada Madrasah Aliyah juga diimplementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) guna menunjang standar kompetensi siswa dalam menguasai dan memahami  materi pelajaran. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan dan menganalisis implementasi KTSP di MAS Proyek UNIVA Medan. untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci, penelitian dilakukan secara terbuka dan bersifat deskriptif. Adapun sumber informasi dalam penelitian ini adalah kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru-guru, pegawai administrasi dan siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan pengkajian dokumen. Data dianalisis secara induktif dengan mendeskripsikannya sehingga ditemukan makna dari suatu temuan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di MAS Proyek UNIVA Medan, bahwa Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sudah dilakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan manajemen pembelajaran. Semua guru bidang studi sudah memanfaatkan media pembelajaran serta sudah membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).


















Little thesis : “Implementation Education Unit Level Curriculum (KTSP) in the MAS Project UNIVA Medan”. An. Zakaria NIM. 09 PEDi 1576

MA is an education institute that chacted Islam and a level with senior High School in MA also implemented by education Unit Level Curriculum (KTSP) need to support student competition student in mastering and understanding lesson object. This research has aim to expres and analyz implementation of KTSP in MAS project of UNIVA Medan to achieve the aim used qualititive research method.

In this research, research is an key instrumen, the research done expresly and descripted characteristic. Information source in this research is head school vice head school, teachers, administrations official and student. Technic in collecting data in this research taken by observation, interview and document analyzing, data was analyzed by inductive with description, until meeted definitive from a finding.

Be based on finding of the research at the MAS of UNIVA project in Medan. that implementation of education Unit level curriculum has done by planning, organizing, actuating, supervising and evaluation accord by lesson management. All teachers of study field here used medium of lesson and made lesson actuating planning (RPP) that accord by Education Unit Level Curriculum (KTSP).

















Sebagai sebuah sistem kebijakan, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari atmosfer kebijakan politik suatu negara. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga bentuk dan perubahan sistem politik suatu negara dapat memberikan dampak fundamental dalam bidang pendidikan.
Pendidikan tidak lepas dari politik sungguhpun pendidikan tidak dapat menggantikan fungsi politik. Kenyataannya ialah tujuan-tujuan politik sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu fungsi dan peran pendidikan di dalam kehidupan suatu bangsa tidak terlepas dari kehidupan politik serta juga ekonomi, hukum dan kebudayaan pada umumnya.​[1]​
Oleh sebab itu, dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau kemauan kekuasaan dalam suatu negara atau masyarakat.​[2]​ Maka dari itu, dalam menentukan arah kebiajakan pendidikan, negara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses pendidikan dan  menjadikan pendidikan sebagai upaya melestarikan status quo kekuasaan. Bahkan dapat dikatakan dengan sistem pendidikan yang dapat mencerminkan bentuk dari suatu sistem negara yang bersangkutan. Pendidikan merupakan porsi negara atau menjadi fungsi negara karena negara punya kekuasaan untuk mengarahkan sistem pendidikan dan menduduki posisi ideal secara ekonomis maupun politis untuk mendukung misi dan visi pembangunan yang dibangun oleh suatu negara​[3]​.
Setiap bangsa memiliki Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan pada kebudayannya. Kebudayaan tersebut sarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia disusun berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Penyelenggara disusun sedemikian rupa, meskipun secara garis besar ada persamaan dengan bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan Pendidikan dari bangsa Indonesia yang geogarfis, demografis, historis dan kultural berciri khas.​[4]​ 
Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sistem Pendidikan Nasional merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.
Untuk melaksanakan pendidikan dengan baik, para pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan, banyak sekali kebijakan yang harus diambil untuk mengatur pendidikan baik yang bersifat makro maupun mikro. Banyak sekali masalah pendidikan yang harus diselesaikan dan dibenahi dengan jalan memutuskan kebijakan yang bijaksana dan tepat.​[5]​  
Pelaksanaan pendidikan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Peraturan perundangan yang memayungi pelaksanaan pendidikan dimulai dari Undang-Undang Dasar. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang lain yang terkait, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden sampai dengan keputusan menteri pendidikan nasional. Perundangan dan keputusan-keputusan pemerintah tersebut dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan turunannya yang dikeluarkan baik pada tingkat pusat, daerah bahkan sekolah atau perguruan tinggi. Kebijakan pendidikan yang disusun dengan titik tolak dari kondisi kebutuhan, tuntunan dan perkembangan masyarakat akan mendukung pelaksanaan kurikulum dan pendidikan yang efektif dan efisien. Sebaliknya kebijakan yang tidak sesuai atau tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat akan mempersulit pelaksanaan pendidikan.​[6]​`
Di Indonesia pada abad ke-20, kebijakan pendidikan Islam juga sangat terkait erat dengan kebijakan pendidikan politik pemerintah, baik pada masa  pada masa Orde Lama, Orde Baru maupun Orde reformasi. Secara historis, jika ditelusuri perkembangan dan perkembangannya, pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial-politik umat Islam itu dalam konteks sistem politik yang dianut oleh pemerintah. Ada hubungan antara pendidkan Islam dan sistem politik pemerintah yang berkuasa. Hubungan Islam dan politik pemerintah mengarah pada konflik, sudah dipastikan perkembangan pendidikan Islam mengalami kendala. Pada sisi lain, hubungan pemerintah dan Islam bersifat akomodatif, maka akan berdampak positif bagi perkembangan pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan arah kebijakan pendidikan Islam.
Dalam perspektif politik, telah terjadi fenomena pergeseran hubungan antara Islam dan pemerintah Orde Baru. Awalnya, hubungan antara keduanya terjadi dalam suasana yang antagonistik, kemudian bergeser menjadi hubungan yang saling akomodatif.​[7]​
Pada hubungan yang pertama Islam selalu dicurigai oleh pemerintah Orde Baru sebagai kekuatan menyaingi negara. Hal ini ditunjukkkan dengan kemampuan orde baru yang dapat mengontrol kalangan Islam dengan rekayasa politik deideologisasi, depolitisasi,  floating mass,  dan penerapan asas tunggal.
Rekayasa politik telah membawa dampak pada penguatan posisi negara atas masyarakat Islam, telah berhasil menjinakkan kekuatan Islam sehingga kekuatan Islam yang berada di luar birokrasi tidak mampu lagi mengembangkan peran kontrol sosial politik secara kritis terhadap pemerintah.​[8]​ Pemerintah yang identik dengan negara menjadi kekuatan dominan dalam menentukan tujuan negara dalam mengambil kebijakan-kebijakan secara nasional.
Apabila politik pendidikan yang diambil pemerintah Orde Baru dikaji lebih jauh, tampak karakteristik yang hampir sama dengan kebijakan sosial politiknya. Diantara karakteristik yang dapat dilihat adalah sentralistik, depolitisasi masyarakat, penguatan kekuasaan pemerintah dan terkesan kurang serius.​[9]​
Pada perkembangan selanjutnya, diakhir tahun 80-an telah terjadi perubahan hubungan antara Islam dan negara yang ditandai dengan pudarnya ketegangan-ketegangan politik antara keduanya yang lebih mengarah kepada hubungan yang bersifat akomodatif. Kebijakan politik yang diperlihatkan umat Islam saling mengisi satu sama lain, walaupun masih dalam ranah saling mencurigai di antara keduanya. Dalam dunia pendidikan, persoalan ini tentunya berdampak pula pada sikap pemerintah yang memperlihatkan diri lebih toleran terhadap persoalan-persoalan yang cukup sensitif bagi umat Islam, yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/1989 oleh pemerintah di tahun 1989.​[10]​
Meskipun kenyataannya, undang-undang tersebut tidak menyebutkan betapa pentingnya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, namun dalam sistem pendidikan nasional diakui adanya satu kesatuan jalur dan pengelolaan pendidikan yang berbeda-beda, sehingga pendidikan Islam diakui pemerintah sebagai salah satu bentuk dar salah satu jalur pendidikan tersebut. Konsekuensi ini memberikan jaminan adanya komitmen pemerintah terhadap pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional.​[11]​ Sekaligus kebijakan keagamaan atas respons positif pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang di kalangan umat Islam.
Pemerintah mengeluarkan berbagai produk yang mengatur pendidikan, dihadapkan pada dua pilihan, yaitu membiarkan pendidikan di negeri ini berjalan secara “alami” atau sosiologis, atau kita ingin turun tangan dan mengatuirnya, membuat konstruksi. Ternyata putusan kita adalah mencampuri proses pendidikan lewat pengunaan hukum yang akhirnya melahirkan deretan panjang pengaturan, yang membentang dari tahun 1950 hinga 2003, seperti UU No. 4/1950 (Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah), UU No. 22/1961 (perguruan tinggi), UU No. 14  PRPS/1965 (Majelis pendidikan nasional), UU No. 19 NPS Tahun 1965 (pokok-pokok Sisdiknas Pancasila), UU No. 2/1989(tentang Sisdinas), UU No. 20/2003 (Tentang Sisdiknas sebagi ganti UU No. 2/1989). ​[12]​
Menjelang disahkannya Undang-undang Sisdiknas No. 20/2003, terjadi resistensi keras dari komunitas pendidikan terhadap pasal-pasal tertentu, seperti pendidikan Agama. Besar kemungkinan, resistensi itu akan tetap berlanjut meski dengan cara diam-diam (laten).
Upaya mereklamasi Sisdiknas tidak akan menjadi kenyataan jika tidak ada kemauan yang baik dan sungguh-sungguh dari kita semua, terutama dari pemerintah. Oleh karena itu, sisdiknas yang dibutuhkan dalam abad mendatang adalah sistem pendidikan yang tidak hanya mampu mengembangkan kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan spritual, dan agama sekaligus sebagai suatu kesatuan yang utuh.​[13]​
Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan Nasional, merupakan undang-undang yang mnengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sebagai mana di kehendakai UUD 1945. Proses perjalanan yang melelahkan, UU No 2 Tahun 1989 dan kemudian disempurnakan menjadi UU NO. 20 Tahun 2003, merupakan puncak dari usaha mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.​[14]​ 
Dalam UU No. 20/2003 dipergunakan dua istilah dalam penataan pendidikan islam yaitu madrasah dan pendidikan keagamaan
a.	Madrasah dikategorikan sebagai bentuk pendidikan dan jenis pendidikan umum terdiri dari pendidikan dasar dan menengah (pasal 17 dan pasal 18)
b.	Pendidikan keagamaan merupakan salah satu jenis pendidikan yang dapat di selenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal (pasal 30 ayat 3) bentuk keagamaan pendidikan diniyah, pesantren, majlis taklim (pasal 30 ayat 4 dan penjelasan pasal 15).
c.	Raudatul Athfal, pasal 28 ayat 3.
UU No. 20 Tahun 2003 merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional.​[15]​ Dengan adanya wadah tersebut, pendidikan Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus dikembangkan.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nasional (RUU sisdiknas) yang berlangsung antara tanggal 22 februari 2003 sampai dengan pengesahan tanggal 11 juli 2003, tampil sebagai RUU yang menarik perhatiaan masyarakat, Hal itu terjadi karena ada pro dan kontra di dalam masyarakat terhadap RUU Sisdiknas tersebut. Unjuk rasa di seluruh kota besar di Indonesia baik dari yang menolak (kontra) maupun dari yang mendukung (pro) silih berganti. Demikian juga delegasi yang datang ke DPR silih berganti antara pro dan kontra. Baik Ketua dan Wakil Ketua DPR, maupun Ketua dan Wakil Ketua komisi VI DPR serta ketua Panja RUU Sisdiknas itu, sibuk menerima delegasi yang pro dan kontra tersebut, mulai dari kepulauan Nias di barat sampai Marauke di Timur dan mulai dari Sulawesi Utara sampai Nusa Tenggara Timur di Selatan.
Semua kejadian itu tentu menarik bagi media cetak dan media elektronik,dengan liputan yang insentif. Medialah yang mengungkap,mengulas dan mendialogkan secara jelas dan rinci substansi yang kontroversial. Peliputan media yang berlangsung setiap hari telah membuat kontroversi itu semakin terbuka dan semakin mengundang perbedaan dan perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Semua pihak, terutama DPR dan Pemerintah memberi perhatian dan berusaha mencari solusi terbaik bagi penyelesaian RUU Sisdiknas itu.​[16]​
Proses panjang yang dinamis yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 20/2003 seiring tuntutan zaman dan era keterbukaan yang dikenal dengan era otonomi daerah sesuai dengan semangat baru dan tuntutan reformasi, maka pendidikan juga harus di sesuaikan dengan semangat otonomi daerah dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 telah mengakomodasikan prinsip otonomi daerah, memberi kemudahan bagi para pembina dan pelaksana pendidikan dalam menghadapi tantangan kehidupan secara mandiri, cerdas, kritis, rasional, dan kreatif.
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas, terdiri dari 22 Bab dan 72 pasal,yang berisikan tentang dasar, fungsi dan tujuan pendidikan, prinsip penyelenggaraan pendidikan, standar nasional pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan serta kurikulum.​[17]​
Menurut Prof. Nana Syaodih Sukmadinata, kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan.Di samping kedua fungsi itu, kurikulum juga merupakan suatu bidang studi, yang di tekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum,yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurkulum berbagai institusi pendidikan.​[18]​
Sebagaimana diketahui bahwa kondisi masyarakat Indonesia sangat heterogen berbagai keragamannya,seperti budaya, adat, suku, sumber daya alam, dan sember daya manusianya. Masing-masing daerah mempunyai kesiapan dan kemampuan yang berbeda dalam pelaksanaan desentralisasi​[19]​ pendidikan. Permasalahan pindidikan selama ini di arahkan pada kurangnya kepercayaan pemerintah daerah untuk menata sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi objektif daerahnya. Situasi ini memacu terciptanya pengangguran lulusan akibat tidak relevannya kurikulum dengan kondisi daerah.
Konteks otonomi daerah, kurikulum suatu lembaga pendidikan tidak sekadar daftar mata pelajaran yang di tuntut dalam suatu jenis dan jenjang pendidikan. Dalam pengertian yang luas, kurikulum berisi kondisi yang telah melahirkan suatu rencana atau program pelajaran berkenaan dengan proses yang terjadi di dalam lembaga (proses pembelajaran), fasilitas yang tersedia yang  menunjang terjadinya proses, dan akhirnya produk atau hasil dari proses. Kurikulum adalah keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi dan misi lembaganya. Oleh karena itu, pelaksanaan kurikulum untuk menunjang keberhasilan sebuah lembaga pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:
1.	Tersedianya tenaga pengajar (guru) yang kompeten;
2.	Tersedianya fasilitas fisik atau fasilitas belajar yang memadai dan menyenangkan;
3.	Tersedianya fasilitas bantu untuk proses belajar mengajar;
4.	Adanya tenaga penunjang pendidikan, seperti tenaga administrasi, pembimbing, pustakawan, laboran;
5.	Tersedianya dana yang memadai;
6.	Manajemen yang efektif dan efisien;
7.	Terpeliharanya budaya yang menunjang, seperti nilai-nilai religius, moral, kebangsaan, dan lain-lain;
8.	Kepemimipian pendidikan yang visioner, transparan, dan akuntabel.
Kurikulum sekolah/madrasah yang amat terstruktur dan syarat beban menyebabkan proses pembelajaran di sekolah/madrasah menjadi steril terhadap keadaan dan perubahan lingkungan fisik dan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, proses pendidikan menjadi rutin, tidak menarik dan kurang mampu memupuk kreatifitas untuk belajar serta guru dan pengola pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan pendekatan pembelajaran yang inovatif.
Berangkat dari fenomena pembentukan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan aplikasi dari sebuah produk undang-undang pendidikan yang salah satu diantaranya adalah mengenai kurikulum dapat di terapkan dalam sebuah lembaga pendidikan seperti Madrasah Aliyah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang sejauh mana penerapan kurikulum tersebut dalam sebuah Tesis yang berjudul, “Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MAS Proyek Univa.” 

B. Batasan Masalah
	Sesuai dengan latar masalah diatas, maka penelitian ini membahas masalah implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di MAS. Proyek UNIVA. Dalam kamus bahasa Indonesia implementasi dimaksudkan E : pelaksanaan ; mis. Pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk -  dr apa yg telah disepakati dulu. ​[20]​






1.	Bagaimana perencanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Proyek UNIVA ?
2.	Bagaimana pengorganisasian kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Proyek UNIVA ?
3.	Bagaimana pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Proyek UNIVA ?
4.	Bagaimana pengawasan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Proyek UNIVA ?
5.	Bagaimana evaluasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Proyek UNIVA ?

D. 	Tujuan Penelitian 
	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :
1.	Untuk mengetahui perencanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di MAS. Proyek UNIVA.
2.	Untuk mengetahui pengorganisasian kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di MAS. Proyek UNIVA.
3.	Untuk mengetahui pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di MAS. Proyek UNIVA.
4.	Untuk mengetahui pengawasan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di MAS. Proyek UNIVA.
5.	Untuk mengetahui evaluasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di MAS. Proyek UNIVA.

E.	Kegunaan Penelitian 
	Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :
1.	Manfaat teoritis penelitian ini adalah kajian tentang teori-teori kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yakni perencanaan , pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi baik keluar maupun kedalam pendidikan di MAS. Proyek UNIVA.





























A.	Kurikulum Pendidikan di Indonesia
1.	Pengertian kurikulum 
Banyak definisi kurikulum yang satu dengan yang lain saling berbeda dikarenakan dasar filsafat yang di anut oleh para penulis berbeda-beda. Walaupun demikian ada satu kesamaan mengenai fungsi, yaitu bahwa kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Di Indonesia definisi kurikulum tertera pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 angka 19, disebutkan bahwa: kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.​[22]​
Definisi kurikulum diatas, didapati unsur-unsur dalam definisi kurikulum tersebut adalah:
a.	Seperangkat rencana, artinya bahwa di dalamnya berisikan berbagai rencana yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Namanya saja rencana bukan ketetapan, ini berarti bahwa segala sesuatu yang di rencanakan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi (fleksibel).
b.	Pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, bahwa bahan pelajaran ada yang diatur oleh pusat (kurikulum nasional) dan ada yang diatur oleh daerah (kurikulum muatan lokal) dan ada yang di atur oleh daerah (kurikulum nasional) dan ada yang di atur oleh daerah (kurikulum muatan lokal).
c.	Pengaturan cara yang digunakan
Delivery system atau cara mengajar yang di oergunakan ada berbagai macam, misalnya; ceramah, diskusi, demonstrasi, inquiri, resitasi, membuat laporan portofolio, dan sebagainya. Disarankan dalam pelaksanaan proses pembelajaran hendaknya para guru menggunakan pendekatan yang student centered bukan yang  teacher centered, yang bersifat heuristik (dengan di olah) bukannya bersifat ekspositorik (yang dijelaskan). Diantaranya curricullum based school-nya tinggi yang bersifat heuristik
d.	Sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
Penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar terdiri atas tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan, sedangkan tenaga pendidikan, yaitu anggota masyarakat yang bertugas membimbing dan atau melatih peserta didik.​[23]​
Kurikulum yang terdiri atas berbagai komponen yang satu dengan yang lain saling terkait adalah merupakan satu sistem, bahwa setiap komponen saling terkait hanya mempunyai satu tujuan, yaitu tujuan pendidikan yang menjadi tujuan kurikulum.
Pada dasarnya kurikulum berisikan tujuan, metode, media evaluasi bahan ajar dan berbagai pengalaman belajar. Kurikulum yang disusun di pusat berisikan beberapa mata pelajaran pokok dengan harapan agar peserta didik di seluruh Indonesia mempunyai standar kecakapan yang sama. Kurikulum tersebut dinamai Kurikulum Nasional (Kurnas) atau Kurikulum Inti, sedangkan evaluasinya dilaksanakan dengan Ebtanas, Kurikulum yang lain yang disusun di daerah-daerah disebut Kurikulum Muatan Lokal, evaluasinya dilaksanakan secara Ebta.​[24]​
Istilah kurikulum berasal dari bahasa lati “Curriculum”, yang dalam pengertian aslinya berarti “a running course, specially a chariot race course” dan terdapat pula dalam bahasa Perancis “Courir” artinya “to run” artinya “berlari.” Istilah ini digunakan untuk sejumlah “courses” atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai gelar atau ijazah. Secara tradisional kuriklum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.​[25]​
Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata “Manhaj” yang berarti jalan yang terang dilalui  oleh pendidikan bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka.​[26]​ Selain itu kurikulum juga dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan.​[27]​
William B. Ragan, sebagaimana dikutip S. Nasution, berpendapat bahwa kurikulum meliputi seluruh program dan kehidupan di sekolah. Kurikulum tidka hanya meliputi bahan pelajaran, tetapi seluruh kehidupan di kelas.
S. Nasution menyatakan, ada beberapa penafsiran lain tentang kurikulum. Diantaranya; pertama, kurikulum sebagai produk (sebagai hasil pengembangan kurikulum), kedua, kurikulum, sebagai program (alat yang dilakukan sekolah untuk mencapai tujuan), ketiga, kurikulum sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari oleh siswa (sikap, keterampilan tertentu), dan keempat, kurikulum dipandang sebagai pengalaman siswa.​[28]​
Dari defenisi mengenai kurikulum yang telah disebutkan diatas, peneliti sependapat dengan apa yang diungkapkan  Dja’far siddik, dalam bukunya Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam, bahwa dalam berbagai sumber yang berbicara tentang kurikulum akan dijumpai bermacam-macam defenisi, mulai dari yang tradisional atau pengertian yang lazim digunakan dikalangan umum/ awam sampai pada pengertian yang seluas-luasnya. Secara sederhana kurikulum didefenisikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Betapapun sederhananya definisi di atas akan tetapi sampai saat ini definisi seperti itu masih banyak dianut oleh para pengelola pendidikan.​[29]​
Konteks diatas sebagaimana dikemukakan Hilda Taba bahwa kurikulum dipandang sebagai suatu rencana pelajaran (a plan for leraning), artinya bahwa kurikulum tersebut disusun atau dirancang sedemikian rupa adalah untuk memperlancar proses belajar dan mengajar dalam bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan bersama-sama dengan tenaga kependidikannya.​[30]​
Melihat pemaparan para pakar pendidikan tersebut di atas mengenai kurikulum, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancnag secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijasikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.
2.	Sejarah dan Perkembangan Kurikulum di Indonesia
Dalam perjalanannya, dunia pendidikan Indonesia sejak tahun 1947 telah menerapkan beberapa kurikulum, mulai dari rencana pelajaran 1947, Rencana pelajaran terurai pada tahun 1952, kemudian kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi (meski belum sempat disahkan oleh pemerintah, tetapi sempat berlaku di beberapa sekolah pilot project, dan terakhir Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tentang Standar Isi, Permen Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidkan Nasional Nomor 24 tentang pelaksanaan kedua Peraturan Menteri tersebut.
Dalam masyarakat ada kesan bahwa, “ganti menteri pendidikan ganti kurikulum.” Kesan itu bisa benar bisa tidak, tergantung dari sudut mana kita memandang. Kalau sudut pandangnya politis, maka pergantian sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya perubahan kurikulum akan selalu dikaitkan dengan kekuasaan (siapa yang berkuasa).
Namun, kalau sudut pandangnya nonpolitis, pergantian kurikulum merupakan suatu hal yang biasa dan suatu keniscayaan dalam rangka merespon perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Pendidikan harus mampu menyesuaikan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, terutana tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dan itu bisa dijawab dengan perubahan kurikulum. Seorang guru yang nantinya akan melaksanakan kurikulum dikelas melalui proses belajar mengajar, dipandang perlu mengetahui dan memahami kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Dengan demikian, para guru dapat mengambil bagian yang terbaik dari kurikulum yang berlaku di Indonesia untuk diimplementasikan dalam menjalankan proses belajar mengajar.
Inti gambaran kurikulum yang telah diterapkan tersbeut, menawarkan berbagai model dan bentuk kurikulum yang diharapkan dapat menjadi suatu perubahan yang komperhensif. Berikut akan dijelaskan secara singkat mengenai perkembangan kurikulum tersebut diatas.
a.	Rencana Pelajaran 1947
Kurikulum ini kurikulum yang pertama lahir pada masa kemerdekaan yang memakai istilah leer plan. Dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih popular ketimbang curriculum (bahasa Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda kepada kepentingan nasional.
Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah/ madrasah pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok; daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran. Hal-hal yang diutamakan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, sedangkan materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehai-hari serta perhatian terhadap keserasian dan pendidikan jasmani.
Penerapan kurikulum ini tidak bertahan lama, dikarenakan perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda kepada kepentingan Nasional. Hal ini terjadi dikarenakan Indonesia masih dalam masa revolusi dari masa kemerdekaan menuju masa pembangunan.
b.	Rencana Pelajaran Terurai 1952
Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas, seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Di penghujung era Presiden Seokarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau kurikulum 1964. fokusnya pada pengembangan daya cipta rasa, karsa, karya dan moral (Pancawardhana).
Mata pelajaran diklarifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/ artistik, kepribadian (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar yang lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungisional praktis.
Kurikulum ini dianggap belum mampu mengakomodir kesemua mata pelajaran yang diajarkan, masih terfokus kepada lima kelompok bidang studi moral, kecerdasan, emosional/ artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Sehingga timbul perubahan kurikulum kembali pada tahun 1968.
c.	Kurikulum 1968
Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.
Kurikulum 1968 disebut sebagai kurikulum bulat. “karena hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja.” Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi yang  diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan, dengan demikian kurikulum ini dianggap tidak efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan.

d.	Kurikulum 1975
Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih pendidikan lebih efisien dan efektif. Hal yang melatarbelakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO (Management by objective), Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI).
Pada saat ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi.
Kurikulum 1975 banyak dikritik, karena pada pelaksanaannya guru disibukkan menulis rincian yang akan dicapai dari setap kegiatan pembelajaran, sehingga dianggap menyulitkan untuk guru. Karenanya kurikulum tersbeut diganti dengan kurikulum 1984 yang mengusung process skill approach (pendekatan proses).
e.	Kurikulum 1984
Kurikulum 1984 yang mengusung process skill approach mengutamakan pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut “kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL).
Tokoh penting dibalik lahirnya kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986 yang juga Rektor IKIP Jakarta – sekarang Universitas Negeri Jakarta periode 1984 – 1992. Konsep CBSA secara teoritis hasilnya baik dan telah diujicoba di beberapa sekolah/ madrasah.
Namun setelah diterapkan secara nasional mengalami banyak deviasi dan reduksi yang bermuara pada sekolah/ madrasah kurang mampu menafsirkan CBSA, yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana – sini ada tempelan gambar, berceramah. Sehingga Penolakan CBSA bermunculan.
f.	Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999
Kurikulum 1994, yaitu kurikulum yang mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, antara pendekatan proses perpaduan.
Kurikulum imi ditetapkan ketika menteri pendidikan dijabat oleh Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, seorang teknorat yang menimba ilmu di Jerman bersama B.J. Habibie. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam kurikulum 1994 adalah bersifat (1) Objective Based Curriculum (2) nama SMP diganti menjadi SLTP (Sekolah/ Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SMA menjadi SMU (Sekolah/ Madrasah Menengah Umum (3) mata pelajaran PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) dihapus (4) program pengajaran di SD dan SLTP disusun dalam 13 mata pelajaran (5) program pengajaran SMU disusun dalam 10 mata pelajaran (6) penjurusan SMA dilakukan di kelas II yang terdiri dari program IPA, program IPS dan program bahasa.​[31]​ 
Kurikulum ini dalam prosesnya belum berhasil, disebabkan adanya kritik bertebaran, lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu bera dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Walhasil, kurikulum 1994 menjelma menjasi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999, tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi seperti pelajaran sosial, PPKN dan sejarah.
Dalam prosesnya suplemen kurikulum 199 ini juga bernasib sama dengan kurikulum yang sebelumnya, hal ini terjadi disebabkan bersamaan dengan lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Sistemn Pendidikan Naisonal yang menggantikan Undang-undnag nomor 2 tahun 1989, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional menggagas kurikulum baru yang diberi nama kurikulum berbasis kompetensi.​[32]​
g.	Kuriklum Berbasis Kompetensi (Kurikulum 2004)
Lahirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan adanya tuntutan mutu pendidikan di Indonesia. Banyak kalangan yang sependapat bahwa mutu pendidikan Indonesia semakin hari semakin terpuruk. Bahkan dengan negara tetanggapun yang dulu belajar ke Indonesia, seperti Malaysia, Indonesia tertinggal dalam mutu pendidikan. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional menawarkan kurikulum yang dianggap mampu menjawab problematika seputar rendahnya mutu pendidikan dewasa ini.
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) digagas ketika Manteri Pendidikan dijabat oleh Prof. Abdul Malik Fajar, M.Sc. Adapun ketetntuan-ketentuan yang ada dalam kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)  adalah : (1) bersifat Competency Based Curriculum (2) penyebutan SLTP menjadi SMP (Sekolah/ Madrasah Menengah Pertama) (3) program pengajaran SD disusun dalam 7 mata pelajaran (4) program pengajaran SMP disusun dalam 11 mata pelajaran (5) program pengajaran SMA disusun dalam 11 mata pelajaran (6) penjurusan SMA dilakukan di kelas II, terdiri atas Ilmu Alam, Sosial dan Bahasa.​[33]​
Dalam penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), setiap pelajaran diurai berdasar kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa. Namun kerancuan muncul ketika dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah/ madrasah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda.
Meski baru diujicoba di sejumlah sekolah/ madrasah kota-kota di Pulau Jawa, dan kota di luar Pulau Jawa, hasilnya tidak memuaskan, sehingga beberapa kritikan terhadap kurikulum ini bermunculan disebabkan (1) masih sarat dengan materi sehingga ketakutan guru akan dikejar-kejar materi seperti yang terjadi pada kurikulum 1994 akan terulang kembali (2) Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Naisonal masih terlalu intervensi terhadap kewenangan sekolah/ madrasah dan guru untuk mengembangkan kurikulum tersebut (3) masih belum jelasnya (bias) pengertian kompetensi sehingga ketika diterapkan pada standar kompetensi kelulusan belum terlalu aplikatif (4) adanya sistem penilaian yang belum jelas dan terukur.​[34]​
Melalui kebijakan pemerintah, kurikulum Berbasis Kompetensi mengalami revisi, dnegan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tentang Standar isi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 tentang Pelaksanaan Kedua Peraturan Menteri tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Menteri tersebut barulah terjawab status Kurikulum Berbasis Kompetensi yang disimpulkan, masih membutuhkan uji coba di lapangan lebih lanjut.
h.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  (Kurikulum 2006)
Setelah KBK dinyatakan tidak berhasil, pada awal 2006 ujicoba KBK dihentikan. Muncullah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004.
Perbedaan yang paling menonjol dari KTSP adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah. Hal ini disebabkan karangan dasar (KD), standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
KTSP lahir karena dianggap KBK masih sarat  dengan beban belajar dan pemerintah pusat dalam hal ini Depdiknas masih dipandang terlalu intervensi dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, dalam KTSP beban belajar siswa sedikit berkurang dan tingkat satuan pendidikan (sekolah, guru dan komite sekolah) diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum, seperti membuat indikator, silabus dan beberapa komponen kurikulum lainnya.​[35]​
3.	Kebijakan Pembaharuan Kurikulum
Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital bagi pembentukan karakter sebuah peradaban dan kemajuan yang mengiringinya. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa atau masyarakat tidak akan pernah mendapatkan kemajuannya sehingga menjadi bangsa atau masyarakat yang kurang atau bahkan tidak beradab. Karena itu, sebuah peradaban yang memberdayakan akan lahir dari suatu pola pendidikan dalam skala luas yang tepat guna dan efektif bagai konteks dna mampu menjawab segala tantangan zaman.​[36]​
Di samping itu, pendidikan adalah wahana untuk mencetak generasi muda yang sangat penting bagi masa depan negeri ini. Tanpa ada pendidikan yang baik dan berkualitas, tentu saja negeri ini akan terancam karena anak mudanya dididik secara serampangan dan tidak sesuai dengan nafas kemajuan zaman yang semakin cepat ini. Dan untuk mendapatkan pendidikan tang berkualitas tentu saja segalka pihak yang berkompeten di dalamnya harus bekerj akeras untuk memberikan yang terbaik dalam memajukan pendidikan.
Pemerintah sebagai pemegang kebijakan pendidikan di negeri, tentu saja harus memberikan sebuah kebijakan yang tepat, sesuai dan tidak berubah-ubah. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, segala kebijakan di negeri ini menganut prinsip bahwa setiap pemerintahan yang berubah, maka berubahlah pula segala kebijakannya. Dengan demikian, ada kesan bahwa segala kebijakan yang dibuat itu seakan-akan adalah sebuah uji coba. Karena bersifat uji coba, tentu saja yang menjadi tikus percobaannya adalah insan pelaku pendidikan, dan sebagai tikus percobaan, pastinya para pelaku pendidikan adalah yang menjadi korban. Mereka pun harus diliputi ketidakpastian akan sebuah sistem yang paten sehingga mereka bisa mendidik anak didiknya dengan baik. Meskipun sebuah sistem dibuat untuk kepentingan yang lebih baik, namun pemerintah harus sadar pula bahwa kepastian sebuah sistem pendidikan, tentu saja harus dipertimbangkan matang-matang apakah sudah sesuai dan bisa diaplikasikan dengan baik ataukah tidak. Kalau sifatnya masih coba-coba tentu saja yang kebingunangan adalah para pelaku pendidikan ditingkat bawah seperti para guru dan juga anak didik. Karena itu, sistem yang baik, suasana pendidikan kondusif, gaji guru yang memadai, kurikulum yang tepat serta kepala sekolah yang memimpin dengan bijak dam berorientasi kemajuan, tentu saja sangat diharapkan oleh para pendidik. Bila itu semua terpenuhi, tentu saja sangat diharapkan oleh para pendidik. Bila itu semua terpenuhi, tentu saja pendidikan di Indonesia akan mengalami kemajuan yang pesat dan membanggakan.
Kurikulum sebagai salah stau variabel yang mempengaruhi sistem pendidikan nasional, harus dapat mengikuti dinamika yang ada dalam masyarakat. Kurikulum harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat luas dalam menghadapi persoalan kehidupan yang dihadapi. Sudah sepatutnya kalau kurikulum itu terus diperbaharui seiring ddengan realitas, perubahan, dan tantangan dunia pendidikan dalam membekali peserta didik menjadi manusia yang siap hidup dalam berbagai keadaan. Kurikulum harus komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial, relevan, tidak overload, dan mampu mengakomodasikan keberagaman keperluan dan kemajuan teknologi.​[37]​
Dalam kaitan pembaharuan kurikulum, Indra Djati Sidi, mantan Dirjen Dikdasmen Depdiknas, sebagaimana dikutip Kunandar, berpendapat bahwa kurikulum yang dapat memberikan kemampuan dan keterampilan dasar minimal (minimum basic skill) menerapkan konsep belajar tuntas (mastery learning), dan membangkitkan sikap kreatif, inovatif, demokratis dan mandiri bagi peserta didik. Oleh karena itu, pembaharuan kurikulum suatu keniscayaan.​[38]​ Lebih lanjt Sidi berpendapat bahwa kurikulum pendidikan nasional harus dikembangkan berdasarkan beberapa indikator. Pertama, kurikulum pendidikan harus bersifat luwes, sederhana dan bisa menampung berbagai kemungkinan perubahan di masa yang akan datang sebagai dampak perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Idealnya kurikulum harus selangkah lebih maju dari perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat sehingga kurikulum (dunia pendidikan ) tidak tertinggal dari dinamika masyrakat. Kurikulum harus dikembangkan secara futuristik dan mampu menjawab tantanngan zaman.
Kedua, kurikulum harus bersifat pedoman pokok (general guideline) kegiatan pembelajaran siswa. Kurikulum tidak terlalu rinci dan dapat dikembangkan secara mandiir dan kreatif oleh guru sesuai potensi peserta didik setempat, keadaan sumber daya pendukung, dan kondisi daerah setempat. Kurikulum hanya memberikan yang fundamental.
Ketiga, pengembangan kurikulum selayaknya dilakukan secara simultan dengan pengembangan bahan ajar (buku dan lembar kerja peserta didik) dan media atau alat pembelajaran. Keempat, kurikulum pendidikan hendaknya berpatokan pada standar global atau regional, berwawasan nasional. Dan dilaksanakan secara lokal. Dengan demikian, kualitas kurikulum pendidikan setara dengan Negara-negara lainnga yang mempunyai wawasan keunggulan, namun dapat disesuaikan dengan kondisi lokal yang berbeda-beda.
Kelima,  kurikulum pendidikan hendaknya merupakan satu kesatuan dan kesinambungan dengan satuan dan jenjang pendidikan diatasnya. Dengan dmeikian, kurikulum satu kestauan pendidikan merupakan landasan yang kokoh bagi kurikulum pada satuan pendidikan selanjutnya. Keenam,  pengembangan kurikulum bukan lagi menjadi otoritas pemerintah pusat, tetapi merupkan shared activity dengan pemerintah daerah, bahkan komunitas. Kedepan pemerintah cukup menangani kurikulum pendidikan yang sifatnya inti (core curriculum),  yang umumnya meliputi: Matematika, IPA dan bahasa, sedangkan kurikulum yang sifatnya extended disusun dan dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya. Ketujuh, pengembangan tidak diarahkan untuk menciptakan satu kurikulum tunggal yang diberlakukan untuk semua sekolah. Kurikulum pendidikan hendaknya dapat dibedakan untuk kelompok anak rata-rata (mainstream), di atas rata-rata, dan dibawah rata-rata, baik faktor bawaan atau karena faktor ketersediaan sumber daya pendukung. Kedelapan,  kurikulum juga mesti mempoerhatikan pendidikan yang terjadi di keluarga dan komunitas. Pendidikan di sekolah jelas akan sulit tercapat tanpada dukungan pendidikan di keluarga dan masyarakat. Ketiga komponen (sekolah, keluarga dan komunitas) tersebut menjadi pilar pendidikan sehingga kegiatan dan proses pendidikan merupakan shared activity dari ketiga pilar pendidikan tersebut.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembaharuan kurikulum adalah suatu keniscayaan dan keharusan dalam kerangka menuju mutu pendidikan yang berkualitas dan mampu merespon tuntutan terhadap kehirupan demokrasi, globalisasi, dan otonomi daerah. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional kini melakukan pembaharuan kurikulum dengan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan hasil revisi dari Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk mengganti kurikulum sebelumnya yang cenderung content based. Kurikulum baru tersebut menekankan aspek kompetensi yang diharapkan akan menghasilkan lulusan yang lebih baik dan siap menghadapi kehidupan masyarakat.                                      
Ada beberapa alasan mengapa KTSP menjadi pilihan dalam upaya memperbaiki kondisi pendidikan di atnah air, antara lain: (1) potensi siswa itu berbeda-beda dan potensi tersbeut akan berkembang jika stimulusa tepat; (2) mutu hasil pendidikan yang masih rendah serta mengabaikan aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, seni dan olah raga, serta life skill; (3) persaingan global sehingga menyebabkan siswa/ akan yang mampu berhasil/ eksis dan yang kurang mampu akan gagal; (4) persaingan pada kemampuan sumber daya manusia produk lembaga pendidikan; (5) persaingan terjadi pada lembaga pendidikan sehingga perlu rumusan yang jelas mengenai standar kompetensi mata pelajaran perlu dijabarkan menjadi sejumlah kompetensi dasar.​[39]​
Selama ini hasil pendidikan hanya tampak dari kemampuan peserta didik menghapal sejumlah fakta-fakta tanpa mengerti bagaimana hubungan antara fakta yang ada dengan kehidpan sehari-hari dimana sebahagian besar dari siswa tidka mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan atau dimanfaatkan. Siswa memiliki kesulitan untuk memahami konsep akademik sebagaimana mereka biasa diajarkan, yaitu menggunakan sesuatu yang abstrak dan metode ceramah. Mereka sangat butuh untuk memahami konsep-konsep yang berhubungan fengan tempat kerja dan masyarakat pada umumnya dimana mereka akan hidup dan bekerja.
B.	Prinsip Pengembangan Kurikulum
Pengembangan kurikulym merupakan suatu proses yang kompleks, dan melibatkan berbagai komponen, yang tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari pihak pengembang terhadap pengembangan berbagai komponen kurikulum, tetapi harus pula dipahami berbagai faktor yang mempengaruhinya.​[40]​
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mencapai tujuan tertentu. Kurikulum dipandang sebagai program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam mencapai tujuan pendidikan. Apabila masyarakat dinamis, kebutuhan anak didik pun akan dinamis sehingga tidka terasing dalam masyarakat, karena memang masyarakat beruah berdasarkan kebutuhan itu sendiri.​[41]​
Kurikulum yang dikembangkan haruslah berdasarkan prinsip-prinsip berikut :
1.	Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya;
2.	Beragam dan terpada;
3.	Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
4.	Relevan dengan kebutuhan kehidupan;
5.	Menyeluruh dan berkesinambungan;
6.	Belajar sepanjang hayat;
7.	Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.​[42]​


1.	Dasar dan Fungsi Kurikulum
Dasar kurikulum adalag kekuatan-kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan atau organisasi kurikulum. Dasar kurikulum disebut juga sumber kurikulum atau determinan kurikulum (penentu).
Herman H. Home memberikan dasar kurikulum dengan tiga macam, yaitu:
a.	Dasar Psikologis, yang digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diperoleh dari pelajar dan kebutuhan peserta didik (the ability an neen of children).
b.	Dasar sosiologis, yang digunakan untuk mengetahui tuntutan sah dari masyarakat (the legitimate demands of society).
c.	Dasar filosofis, yang digunakan untuk mengetahui keadaan dalam semesta tempat kita hidup (the kind of universe in which we live).​[43]​
Dalam perspektif Islam, pendapat Herman di atas sesungguhnya belum menjamin bahwa suatu kurikulum dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena belum memasukkan dasar religius yang wajib diresapi pleh peserta didik sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.​[44]​
Karena itu al-Syabani​[45]​ menetapkan empat dasar pokok dalam kurikulum pendidikan Islam, yaitu dasar religi, dasar falsafah, dasar psikologis, dasar sosiologis dan dapat pula ditambah dasar organisatoris.
2.	Fungsi Kurikulum
Berbicara mengenai fungsi kurikulum, maka fungsi kurikulum tersebut akan terkait di dalamnya secara langsung yaitu: guru, kepala sekolah, para penulis buku ajar, dan masyarakat. Berikut akan kita jelaskan satu persatu di bawah ini.
a.	Fungsi Kurikulum Bagi Guru
Bagi guru baru sebelum mengajar pertama-tama yang perlu dipertanyakan adalah kurikulumnya. Setelah kurikulum didapat, pertanyaan berikutnya adalah Garis-garis Besar Program Pengajaran. Setelah Garis-garis Besar Program Pengajaran ditemukan barulah guru mencari berbagai sumber bahan yang relevan atau telah ditentukan oleh Depdiknas. Sesuai dengan fungsinya bahwa kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka guru mestinya mencermati tujuan pendidikan yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan di mana ia bekerja.
Misalnya apa yang menjadi tujuan pendidikan pada sekolah dasar dan menengah umum, sebagaimana yang tertera dalam penjelasan UU NO. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 15, bahwa, “pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang  lebih tinggi.​[46]​
Peserta didik dan juga orang tua siswa sangat mengharapkan agar setelah yang bersangkutan tamat dari SMA/MA mereka dapat melanjutkan Keperguruan Tinggi Negeri. Untuk dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri peserta didik harus lulus Ujian Msauk Perguruan Tinggi (UMPTN). Dengan demikian bahan pelajaran yang diberikan pada peserta didik juga harus mengacu pada bahan-bahan UMPTN.
Akibatnya sasaran kurikulum yang sasarannya untuk mencapai manusia yang bulat dan utuh, berubah menjadi manusia penghafal soal-soal UMPTN. Mengapa terjadi demikian? Mengapa lulusan SMA/MA memilih melanjutkan keperguruan tinggi? Dasar jawabannya adalah:
1.	Tujuan pendidikan di SMA/MA memang diarahkan keperguruan tinggi
2.	Orang tua siswa menginginkan anaknya untuk masuk ke perguruan tinggi, meskipun yang bersangkutan tidak mampu;
3.	Lapangan kerja lulusan SMA/MA sangat terbatas;
4.	Pemuda-pemuda lulusan SMA/MA sesuai dengan gejolak jiwanya selalu menginginkan cita-cita yang ideal.  
Dengan demikian, fungsi kurikulum untuk SMA/MA berubah sebagai alat untuk mengarahkan lulus Ujian Nasional dan kemudian cita-cita terakhir sebagai siswa SMA/MA untuk lulusan UMPTN.
b.	Fungsi Kurikulum Bagi Kepala Sekolah
Bagi kepala sekolah yang baru, yang dipelajari pertama sekali adalah tujuan lembaga yang akan dipimpinnya. Kemudian mencari kurikulum yang berlaku sekarang untuk dipelajari, terutama pada buku petunjuk pelaksanaan. Selanjutnya tugas kepala sekolah melaksanakan supervisi​[47]​ kurikulum.
Sebetulnya yang menjadi sasaran supervisi dalam pelaksanaan kurikulum bagi kepala sekolah adalah bagaimana guru melaksanakan kurikulum yang berlaku, diantaranya adalah:
1)	Bagaimana guru menyusun satuan pelajar ? (memilih bahan, metode, dan media).
2)	Bagaimana guru menyusun rencana kerja atas dasar kurikulum?
3)	Bagaimana guru melaksanakan proses pembelajaran?
4)	Bagaimana guru melaksanakan penilaian hasil belajar?
Supervisi dapat dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Dengan demikian akan ditemukan berbagi kelemahan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemudian diadakan pembinaan seperlunya, baik yang berupa pembinaan bidang studi maupun bidang administrasi kurikulum dengan harapan proses pembelajaran maupun produknya akan lebih memusat.
c.	Fungsi Kurikulum Bagi Para Penulis Buku Ajar
Bagi para penulis buku ajar mestinya mempelajari terlebih dahulu kurikulum yang berlaku pada waktu itu. Untuk membuat berbagai pokok bahasan maupun sub pokok bahasan, hendaknya penulis buku ajar membuat analisa instruksional terlebih dahulu. Kemudian menyusun Garis-garis Besar Program pengajaran (GBPP) untuk mata pelajaran tertentu, baru berbagai sumber bahan yang relevan.
Kriteria penulisan bahan tentu saja menyesuaikan dengan kelas-kelas yang bersangkutan. Bahan untuk sekolah dasar kriterianya akan lebih ketat dari pada bahan untuk sekolah menengah. Apalagi untuk perguruan tinggi, bahan disini hampir tidak difilter oleh berbagai kriteria, sehingga menyebabkan luas bahan tidak terbatas. Sebaiknya bahan pelajaran dari suatu buku dijadikan buku wajib hendaknya diambil dari buku yang ditulis oleh suatu tim yang isinya disahkan oleh yang berwenang. Akan lebih baik lagi kalau bahan tulis tersebut ditulis oleh tim guru bersangkutan dengan bimbingan oleh ahli yang relevan.
d.	Fungsi Kurikulum Bagi Masyarakat
Kurikulum adalah produsen dari sekolah, sedangkan masyarakat adalah konsumennya. Sudah barang tentu antara produsen dan konsumen harus sikron. Kurikulum sekolah out put-nya harus dapat link and match dengan kebutuhan masyarakat. Bagaimana fungsi kurikulum sekolah dengan harapan masyarakat ?
Kita dapat melihat berbagai jenis kurikulum sekolah di Indonesia dan hubungannya dengan harapan masyarakat dapat dipaparkan sebagai berikut, antara lain:
1)	Pendidikan umum kurikulumnya mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.
2)	Pendidikan keagamaan kurikulumnya menyiapkan penguasaan pengetahuan khusus pendidikan agama yang bersangkutan dengan harapkan lulusannya dapat menjadi pembina agama baik di masyarakat.
Untuk lulusan selanjutnya, kurikulum dapat diibaratkan seperti kendaraan yang berfungsi sebagai alat angkat untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Karena, kurikulum dan setiap pendidikan/sekolah di Indonesia harus mencerminkan jiwa mukaddimah UUD 1945. Demikian kurikulum harus menjadi pelaksana UUD 1945 di bidang pendidikan. Selain dari itu kurikulum harus diintergrasikan dengan Nation and Character Building sebagai alat pembina manusia Indonesia dan pembangunan. Kurikulum harus memberikan kemungkinan perkembangan manusia seutuhnya yang bermental moral, budi luhur dan kuat keyakinan beragamanya, yang memiliki kecerdasan tinggi dan trampil dalam pembangunan dan memiliki fisik yang sehat dan kuat. Dengan demikian, kurikulum harus mempersiapkan anak didik untuk dapat berdiri sendiri dalam keidupan bermasyarakat.​[48]​
3.	Pendekatan Pengembangan Kurikulum
Pada dasarnya ada tiga pendekatan dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum, yaitu :
a.	Pendekatan berdasarkan materi. Perencanaan dan pengembangan kurikulum berdasarkan materi, inilah yang mula-mula dilaksanakan. Inti dari pada proses belajar mengajar ditentukan oleh pemilihan materi yang kemudian bermuara pada tujuan pendidikan itu dengan langkah-langkahnya sebagai berikut :
1.)	Bahan apa yang akan diajarkan? Dan untuk mengetahui berhasil tidaknya proses belajar, diukur dengan seberapa jauh siswa dapat menguasai bahan. Oleh karena itu langkah berikutnya ialah :
2.)	Bagaimana  cara mengetahui hasil belajar? Caranya yaitu dengan melaksanakan evaluasi dengan cara berbagai macam evaluasi. Agar hasil belajar dapat baik maka diperlukan;
3.)	Cara mengajar yang baik. Ada berbagai cara mengajar yang hendaknya disesuaikan dengan ciri bahan pelajaran, untuk ini diperlukan;
4.)	Cara pengorganisasian bahan pelajaran. Dengan menyusun bahan yang sistematis, pedagosis, psikologis dan sebagainya, maka bahan yang akan lebih mudah diajarkan, untuk ini diperlukan;
5.)	Buku sumber yang relevan. Agar supaya bahan lebih mudah diajarkan diperlukan;
6.)	Media. Pengunaan media atau alat bantu teknologi hendaknya disesuaikan dengan keadaan faktor-faktor yang lain.
7.)	Akhirnya untuk semua kegiatan tersebut harus mengarah ke tujuan pendidikan. ​[49]​ 

b.	Pendekatan berdasarkan tujuan. Penyusunan kurikulum dengan pendekatan tujuan, akhirnya bahwa tujuan pendidikan dicantumkan terlebih dahulu. Tujuan pendidikan di Indonesia tertera pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas. Dari tujuan inilah dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih terperinci, yang akhirnya ke tujuan yang bersifat operasional.
c.	Pendekatan berdasarkan kemampuan. Sebaiknya semua kegiatan proses belajar mengajar diharapkan menuju kemampuan yang diharapkan oleh lulusan lembaga tersebut. Karenya kemampuan yang akan dicapai itu merupakan tujuan institusional, sedangkan tujuan kurikulum yaitu merupakan berbagai sub kemampuan yang masing-masing berorientasi pada profesi.
Untuk mengembangkan suatu kurikulum banyak pihak yang turut berpartisipasi, yaitu administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru, dan orang tua murid serta tokoh-tokoh masyarakat. Dari pihak-pihak tersebut yang secara terus-menerus turut terlibat dalam pengembangan kurikulum adalah administrator, guru dan orang tua.​[50]​
Peranan Kepala Sekolah lebih banyak berkeneaan dengan implementasi kurikulum disekolahnya. Kepala Sekolah juga mempunyai peranan kunci dalam menciptakan kondisi untuk pengembangan kurikulum di sekolahnya. Ia merupakan figur kunci di sekolah, kepemimpinan kepala sekolah sangat mempengaruhi suasana sekolah dan pengembangan kurikulum.
Selanjutnya dalam Pengembangan Kurikulum haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1)	Prinsip berorentasi pada tujuan
2)	Prinsip relevan (Kesesuaian)





8)	Prinsip Mutu​[51]​  






Komponen-komponen tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran.​[52]​
C.	Kurikulum Tingkat  Satuan Pendidikan 
1.	Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 1 ayat 15 disebutkan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.​[53]​
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD/ MI/ SDLB,  SMP/ MTs/ SMPLB, SMA/ MA/ SMALB, SMK/ MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
2.	Dasar, dan Landasan Pengembangan, Tujuan, serta Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
    a. Dasar dan Landasan Pengembangan KTSP
Konsep dasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) didasarkan pada amanah UU No. Tentang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 dan 36 dan peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1, ayat 15, Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang stadar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 dan 23.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tersebut, dikemukakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan Standar Kompetensi serta Kompetensi dasar yang dikembangkan oleh badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Sedangkan dalam kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, kepala sekolah serta komite sekola dan dewan pendidikan. Badan ini merupakan lembaga yang ditetapkan berdasarkan musyawarah daripejabat daerah setempat, komisi pendidikan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pejabat pendidikan daerah, kepala sekolah, tenaga kependidikan, perwakila ornag tua peserta didik, dan tokoh masyarakat. Lembaga inila uang menetapkan segala kebijakan sekolah bersasarkan ketentuan-ketentuan tentang pendidikan yang berlaku. Selanjutnya komite sekolah perlu merumuskan dan menetapkan visi, misi dan tujuan sekolah dengan berbagai implikasinya terhadap program-program kegiatan operasional untuk mencapai tujuan sekolah.​[54]​
       b. Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Secara umum tujuan diterapkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi)kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara parsipatif dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan secara khusu tujuan diterapkannya  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, dan meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualits pendidikan yang akan dicapai.
        c. Karakteristik Kurikulum Tingkat Stauan Pendidikan (KTSP)
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menekankan pada kemampuan yang harus dicapai dinyatakan dengan standar kompetensi, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan modal yang utama untuk bersaing di tingkat regional maupun global, karena persaingan yang terjadi dalam era globalisasi adalah persaingan sumber daya manusia. Karakteristik Kurikulum ini adalah: 1) hasil belajar dinyatakan dengan kemampuan atau kompetensi yang dapat didemonstrasikan atau ditemilkan; 2) semua peserta didik harus mencapai ketuntsan belajar, yaitu menguasai semua kompetensi dasar; 3)kecepatan belajar peserta diidk tidak sama; 4) penilaian menggunakan acuan kriteria; 5) ada program remedial, pengayaan, dan percepatan; 6) tenaga pengajar sebagai fasilitator’ 7) pembelajaran mencakup aspek afektif yang terintegrasi dalam semua bidang studi; 8) pendidik meracang pengelaman belajar peserta didik.
Sebagai sebuah konsep, sekaligus sebagai sebuah program, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memiliki karakteristik lain yang dapat ditambahkan disini, antara lain :
1)	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secaa Kurikulum Tingkat Stauan Pendidikan (KTSP) peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat yang pada akhirnya akan membantuk pribadi yang terampil dan mandiri.
2)	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman
3)	Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
4)	Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif
5)	Penilaian menekankan pada proses da hasil belajar dalamupa penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.​[55]​
    3. Hakikat Kurikulum Tingkat Stauan Pendidikan (KTSP)
Jika dipertanyakan mengapa kurikulum kita ganti? Jawabnya karena Kurikulum pendidikan kita memang perlu diubah. Upaya itu dilakukan biukan karena menteri pendidikannya diganti atau kaena masalah insindental lainnya. Jika hasil pendidikan ingin ditingkatkan, kita harus terus melakukan perubahan-perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan dalam dunia pendidikan untuk mengimbangi yang terjadi di negara lain termasuk menyempurnakan kurikulum.
Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas pendidikan. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan suatu bangsa.​[56]​
Kemajuan bangsa Indonesia hanya dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik. Upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat menaikkan harkat dan martabat manusia Indoensia. Untuk mencapainya, pembaharuan pendidikan di Indonesia perlu terus dilakukan untuk menciptakan dunia pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Kurikulum hanya sebuah ‘alat’. Sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, kurikulum harus efektif dan efisien. Jika sebuah kurikulum tidak memadai lagi, maka kurikulum perlu disempurnakan. Jadi kurikulum bukan tujuan dan bukan pula target. Tugas guru bukan semata-mata melaksanakan kurikulum. Tugas pendidik (guru) adalah mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Menjadikan siswa manusia yang unggul. Kurikulum hanya sebuah alat untuk mencapai tujuan pendidikan.
Hasil pembelajaran disekolah dasar dan menengah di Indoneisa menunjukkan ketidakmampuan anak-anak menghubungkan antara yang dipelajari dan bagaimana pengetahuan dimanfaatkan untuk memecahkan persoalan sehari-hari. Di sekolah anak-anak hanya tahu bahwa tugasnya adalah mengenal fakta-fakta, sementara keterkaitan antara fakta-fakta dan pemecahan masalah belum mereka kuasai. Itu sebagian dari persoalan dunia pendidikan kita yang saat ini terus kita benahi bersama. Salah satu usaha meningkatkan mutu pendidikan kita yang saat ini terus dibenahi bersama. Salah satu usaha meningkatkan mutu pendidikan adalah menciptakan kurikulum yang lebih memberdayakan anak-anak. Untuk itu, perlu dirancang sebuah kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, yakni melahirkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berkompeten.
Kurikulum Tingkat Stauan Pendidikan (KTSP) yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensisekolah/ daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/ kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di SD, SMP, SMA dan SMK, serta Departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama untuk MI, MTs, MA dan MAK.​[57]​
  4. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Untuk pengembangan dan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mampu mendongkrak kualitas pendidikan, perlu didukung oleh perubahan mendasar dalam kebijakan pengelolaan sekolah yang menyangkut beberapa aspek, antara alain :
1)	Iklim pembelajaran yang kondusif
2)	Otonomi sekolah dan satuan pendidikan
3)	Kewajiban sekolah dan satuan pendidikan
4)	Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional
5)	Revitalisasi partisipasi masyarakat dan orang tua
6)	Menghidupkan serta meluruskan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Bidang Studi (MGBS) serta
7)	Kemandirian guru.
Hal ini penting bahwa guru mampu bekerja mandiri untuk memperbaiki diri dalam pembelajaran. Sehingga tidak saja mampu mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tetapi juga melaksanakannya dalam pembelajaran secara efektif dan menyenangkan.​[58]​
Mengingat bahwa penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diserahkan kepada satuan pendidikan, sekolah dan daerah masing-masing, diasumsikan bahwa guru, kepala sekolah, komite sekolah dan dewan pendidikan akan sangat bersahabat dengan kurikulum tersebut.
Keterlibatan guru, kepala sekolah, masyarakat yang bergabung dalam komite sekolah dan dewan pendidikan dalam mengambil keputusan akan membangkitkan rasa pemilikan yang lebih tinggi terhadap kurikulum, sehingga mendorong mereka untuk mendayagunakan sumber daya yang ada seefesien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan keputsan tersebut.
    5. Acuan Operasional dan Komponen KTSP
Dalam penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) harus melihat pada acuan operasionalnya, yaitu :
a.	Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.
b.	Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.
c.	Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan dan oleh sebab itu kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah.
d.	Tuntutan daerah dan nasional
e.	Tuntutan dunia kerja
f.	Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
g.	Agama.
h.	Dinamika perkembangan global
i.	Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
j.	Kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
k.	Kesetaraan gender
l.	Karakteristik satuan pendidikan, dimana kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi tujuan, kondisi dan ciri khas satuan pendidikan.​[59]​
Adapun komponen Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) itu harus memuat:
a.	Visi, misi dan tujuan, pendidikan tingkat satuan pendidikan
1)	Visi Satuan Pendidikan
a)	Berorientasi ke depan
b)	Dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah
c)	Merupakan perpaduan antara lanmgkah strategis dan sesuatu yang dicita-citakan
d)	Dinyatakan dalam kalimat yang padat bermakna tidak lebih dari 25 kata
e)	Dapat dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator keberhasilan
f)	Berbasis nilai dan mudh diingat
g)	Membumi (kontekstual).





Berdasarkan visi satuan pendidikan, maka ditentukan misnya (sejumlah langkah strategis menuju visi yang telah dirumuskan).


3)	Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan 
a)	Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
b)	Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
c)	Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidupmandiri dan smengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.






6)	Kenaikan Kelas dan Kelulusan
7)	Penjurusan
8)	Pendidikan kecakapan hidup
9)	Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
c.	Kalender Pendidikan
Pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah. Kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi.
d.	Pengembangan Silabus
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/ atau kelompok mata pelajaran/ tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikatos pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi wktu, dan sumber/ bahan/ alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.
e.	Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP)​[60]​
RPP adalah penjabaran dari silabus sebagai rencana guru dalam pelaksaan pembelajaran untuk setiap pertemuan. Dalam RPP guru harus menyusun strategi dan langkah-langkah apa yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Penyusunan RPP harus mengacu kepada silabus.
D.	Penelitian Terdahulu Yang Relevan
		Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain :
1.	Junaidi Arsyad (2006) dengan judul tesis: “ Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Madrasah Aliyah Negeri Lima Puluh Kabupaten Batubara”. Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data penelitian. Kesimpulan KTSP tidak dapat diterapkan dan mencapai hasil yang baik tanpa adanya kerjasama yang baik pula antara pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana madrasah beserta stakeholder, sebagai pengelola, dan siswa sebagai subjek dari penerapan KTSP haruslah bersinergi untuk meningkatkan mutu lulusan satuan pendidikan.









 Penelitian ini difokuskan pada implementasi komunikasi organisasi pada Madrasah Aliyah Proyek UNIVA Medan Kota Madya Medan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karakter utama dari pendekatan kualitatif bukanlah bertujuan untuk menguji suatu teori, tetapi untuk mengungkap fenomena dan realitas melalui data-data secara deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku  dapat diamati.​[61]​
Untuk mengungkap fenomena di lapangan melalui penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpegang kepada paradigma naturalistik atau fenomenologi, karena dilakukan dalam setting  terhadap suatu fenomena.​[62]​ Data-data yang spesifik dicari maknanya untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang general dari makna yang akan diperoleh melalui data-data tersebut.
Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah beserta anggota dalam membangun kinerja Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dimadrasah Aliyah Swasta Proyek UNIVA. Sehingga terbangun kerjasama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  yang handal dalam pendidikan Islam.

B. Tempat Waktu Penelitian
Latar penelitian ini adalah Madrasah Aliyah swasta Proyek UNIVA Kota Medan. Agar diperoleh kesesuaian antara persoalan yang fokus dengan setting penelitian sebagaimana dikemukakan oleh Moleong maka dilakukan penjajakan dan penilaian latar/ lapangan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak ditentukan batas-batas waktu secara jelas sampai peneliti memperoleh pemahaman yang benar-benar mendalam tentang objek yang diteliti, maka penelitian ini dapat diakhiri dan dibuat laporannya jika dianggap telah mencapai data yang dibutuhkan dan dianalisa sesuai dengan rancangan yang telah dirumuskan. Penelitian tetap dibatasi waktunya yakni mulai bulan Januari tahun 2011 s/d April 2011 seperti tercantum dalam tabel berikut terlampir.

C. Prosedur Pengumpulan dan Perekaman Data
Untuk melakukan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu pengamatan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengamatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh S. Nasution, yaitu informasi dan konteks.​[63]​ Dengan ketepatan dalam Menghubungkan keduanya, maka akan didapat maknanya karena makna diperoleh dari keterkaitan antara informasi dan konteksnya. Peranan pengamat yang bisa sebagai peran serta, dalam arti bahwa peranan pengamat secara terbuka diketahui secara umum terlampir.

1.Observasi
Kegiatan observasi meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, secara sistematis, kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum tentang impelementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Pada tahap  berikutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus yaitu menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal ini sudah ditemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti.	
 Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan beberapa informasi atau data yang berhubungan dengan ruang atau tempat perilaku, kegiatan atau peristiwa, waktu dan perasaan. Peneliti melakukan observasi ini untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Adapun teknik observasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan Iskandar ada dua yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur.
	Peneliti melakukan observasi partisipasi, dengan melakukan pengupulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam kegiatan responden. Di madrasah perencanaan, proses pengelolaan lembaga pendidikan. Dalam melakukan observasi terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Peneliti melakukan pencatatan data menjadi database kualitatif.
	Strategi yang digunakan penulis menurut Danim yang dikutip Iskandar Metodologi Penelitian Kualitatif bahwa, peneliti berperan sebagai pengamat penuh atau lengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipatif dalam kegiatan subjek, melainkan hanya mengamati.​[64]​
	Beranjak dari strategi diatas maka penelitian partisipatif ini peneliti harus senantiasa memiliki sikap kesabaran  dan kehati-hatian dengan memiliki komunikasi dan membangun kerjasama yang baik. Kemudian penulis harus memahami atas situasi yang tampak, jika peneliti dilapangan harus mampu menyesuaikan diri melihat konflik yang terjadi dalam komunikasi organisasi bisa saja terjadi apakah nampak atau tidak jika terjadi konflik internal tentu bisa saja terjadi apakah nampak atau tidak jika terjadi konflik internal tentu akan menyulitkan peneliti untu mengindentifikasi dengan salah satu informasi yang sahih. Peneliti juga harus paham dengan perasaan informan secara mendalam yang dirasakan atau apa yang seharusnya dirasakan oleh informan. Demikian pula estimasi waktu yang dibutuhkan agar responden tidak merasa risih ketika berkomunikasi dan waktu yang digunakan agar tidak terjadi kejenuhan dan situasi kondisi subjek.
	Kegiatan observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi, peneliti mengadakan pengamatan dan mampu mengembangkan daya pengamatan melalui suatu objek. Observasi ini tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi, karena peneliti belum mengetahui secara pasti tentang apa yang akan diamati sehingga melakukan pengamatan tidak menggunakan instrumen yang baku.
2.Wawancara
Kegiatan Wawancara dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Hal ini dilakukan oleh para peneliti dengan subjek penelitian yang terbatas. Untuk memperoleh data yang memadai sebagai i cross ceks, seorang peneliti dapat menggunakan teknik. Ada beberapa teknik wawancara yang sesuai dengan situasi dan mengetahui informasi atau data yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian komunikasi organisasi di Madrasah Aliyah proyek UNIVA Medan. Ada dua pendekatan wawancara yaitu : melalui wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Melalui wawncara terstruktur ini peneliti menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam masalah penelitian.
 Kemudian melalui wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti bebas menentukan fokus masalah wawancara, kegiatan wawancara mengalir seperti dalam percakapan biasa denga menyesuaikan kondisi dan situasi responden. Adapun subjek penelitian yang akan diajukan peneliti kepada responden adalah berkaitan dengan;
1.	Perencanan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta Proyek UNIVA Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2.	Pengorganisasian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan madrasah bersama pimpinan dan anggota kependidikan.
3.	Pelaksanaan kegiatan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan madrasah Aliyah Proyek UNIVA.
4.	Apa upaya yang dilakukan kepala sebagai pimpinan madrasah daam mengawasi pelaksanaan komunikasi organisasi madrasah.

3. Dokumentasi
Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang berupa dokumen / arsip, foto dan bahan-bahan yang lain. Data diperoleh dari berbagai dokumentasi data yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Proyek UNIVA Medan baik berupa tulisan/ dokumen resmi, brosur, berkas perencanaan kegiatan pengorganisasian kerja, pelaksanaan kerja, serta pengawasan kerja yang berhubungan dengan komunikasi organisasi madrasah. Prosedur pengumpulan dan perekaman data dilakukan dengan cara integratif. Maksudnya adalah diantara teknik-teknik pengumpulan data diatas yaitu melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi, yang mana saja dapat dilakukan terlebih dahulu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dilapangan. Subjek dan sumber penelitian pada dasarnya dapat dibagi menjadi yaitu informan kuncu (key informan) yang terdiri dari kepala Madrasah, Wakil. Kepala Madrasah, staf tata usaha, wali kelas dan guru-guru madrasah.

D. Analisa Data
	Untuk memberikan pemaknaan atas data dan fenomena yang ditemukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisa diskriptif dengan eksplanasi bersifat diskripsi. Dengan tehnik analisis diskriptif, langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah mengorganisir data berupa pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh.











Gambar 13.1b. Komponen dalam analisis data (interactive model 5)

	Untuk melakukan analisis data peneliti melakukan beberapa langkah sebagai berikut :
1.	Reduksi data yaitu proses pengumpulan data ditemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak dan sesuai dengan fokus tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, selama proses reduksi data peneliti dapat melanjutkan, meringkas, mengkode, menemukan tema, reduksi data sehingga dapat diverifikasi untuk dijadikan temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti.
2.	Melaksanakan display data atau penyajian data, yaitu data atau informasi yang diperoleh biasanya berbentuk narasi dan data yang banyak, sedangkan data tersebut tidak akan dipaparkan secara keseluruhan. Tentu peneliti dalam penyajian data yang diperoleh simultan yang dapat menjelaskan masalah yang diteliti.
3.	Mengambil kesimpulan/verifikasi yaitu; Peneliti mengambil kesimpulan sebagai tindak lanjut dari analisa lanjutan, sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih dapat menguji kembali dengan data dilapangan dengan bertukar pikiran dengan bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi sehingga kebenaran ilmuah dapat tercapai. Bila proses  siklus interaktif ini berjalan dengan kontinu dan baik, maka keilmiahan hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.​[66]​
Berikut ini penulis paparkan langkah kerja triangulasi yang akan dilakukan sehingga data yang dperoleh berujung kepada kesimpulan verifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka dilakukan pemeriksaan dan keabsahan data pada penelitian ini.

Tabel-1
Model Triangulasi Keabsahan Data
No	Jenis 	Keterangan
1	Triangulasi Sumber	Data diperiksa silang (cross-ceck) antara informan dengan lainnya antara kepala Madrasah dengan Wakilnya maupun dengan staf dan guru atau dengan pengurus pendidikan lainnya
2	Triangulasi metode	Data diperiksa silang (cross-ceck) antara metode observasi dan wawancara  antara metode observasi dengan dokumentasi dan wawancara dengan dokumentasi
3	Triangulasi Waktu	Data diperiksa silang (cross-ceck) pada subjek yang sama dalam hari dan bulan atau kesempatan yang berbeda


E. Teknik Pemeriksaan Data
	Agar data yang diperoleh berujung pada kesimpulan atau verifikasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahandata dalam penelitian ini, sebagaimana dikatakan oleh Moloeng meliputi perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dan pengecekan.​[67]​ Dalam penelitian ini tidak semua menjadi teknik diatas menjadi panduan diterapkan, hanya beberapa teknik yang tepat digunakan.
	Untuk mendapatkan agar hasil penelitian yang baik dan mendalam dalam penelitian kualitatif ini perlu melakukan organisasi data yang sistematis sebagaimana dikemukakan oleh iskandar pada penelitian kualitatif​[68]​, sehingga memungkinkan penelitian untuk memperoleh:
1.	Kualitas data yang terbaik.
2.	Mendokumentasikan analisis yang dilakukan.
3.	Menyimpan data dan analisis yang berkaitan dengan penyelesaian penelitian.
Data-data yang ditelusuri, diambil, dipilih dan disimpan atau diorganisir
sebagai berikut:
1.	Data mentah yaitu catatan lapangan atau rekaman.
2.	Data yang sebagian telah diproses (transkrip, wawancara, catatan, refleksi peneliti).
3.	Data yang sudah diberi kode-kode spesifik
4.	Penjabaran kode-kode dan kategori secara luas melalui skema.
5.	Memo dan draft untuk analisis data (refleksi konseptual peneliti)


















TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN


A. Temuan Umum Penelitian
1. Sejarah Singkat Madrasah Aliyah Swasta Proyek UNIVA Medan
MAS Proyek UNIVA Medan adalah salah satu madrasah unggulan di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang berdiri pada tahun 1971. lahirnya sekolah pendidikan guru agama (PGA) pada waktu itu merupakan idaman warga Al Washliyah yang dibangun oleh yayasan Al Washliyah dibawah pimpinan Alm. HM Arsyad Thakib Lubis, Alm. H. Adnan Lubis, H. Udin Syamsuddin, Alm. HM. Nurdin, OK.H. Abdul Aziz, dan lain-lain. Madrasah ini dahulunya dikenal dengan madrasah Aliyah Eks. PGA, karena memang dahulunya adalah sekolah pendidikan guru (PGA) yang dilebur menjadi Madrasah Aliyah.
Seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan pengembangan pendidikan Islam, maka Yayasan Al Washliyah mengusulkan perubahan pada tahun 1978. Baru pada tahun 1982, perubahan tersebut dapat terealisasi dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan melebur menjadi Madrasah Aliyah Proyek UNIVA Medan, yang pada saat itu mengasuh empat jurusan, yaitu; 1) Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 2) Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), 3) Jurusan Ilmu Pengetahuan Bahasa (IPB), 4) Jurusan Ilmu Agama (IA), dan berstatus terakreditasi ‘B’.
Madrasah Aliyah Swasta Proyek UNIVA ini sejak berdiri sampai sekarang sudah mengalami enam kali pergantian pimpinan madrasah. Pimpinan pertama MAS Proyek UNIVA adalah ; T. Thabrani Harumi, Dra. Hj. Yulinar, Drs. Sofyan Daulay, SPd.I. Adapun alamat lengkap MAS Proyek UNIVA ini adalah di Jl. SM. Raja, KM. 5,5, Komplek UNIVA, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, kode pos. 20147, telp. 061-782080.​[69]​

2. Visi, Misi, dan tujuan  MAS Proyek UNIVA Medan
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan Madrasah Aliyah secara umum diperlukan visi yang jelas, terarah dan dapat terjangkau oleh madrasah. Atas dasar inilah MAS. Proyek UNIVA Medan menyusun kerangka visi yang dijadikan sebagai acuan dan tolak ukur dalam upaya peningkatan kualitas madrasah. Adapun visi MAS. Proyek UNIVA Medan adalah “Berprestasi dalam ilmu dan keterampilan, berakhlak mulia serta mampu seiring kemajuan.”
Visi tersebut mencerminkan cita-cita madrasah yang berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi keilmuan, sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. 
Adapun indikator dari visi tersebut adalah :
a.	Unggul dalam perolehan Nilai Kelulusan Ujian Nasional (UN)
b.	Unggul dalam pengamatan IMTAQ
c.	Unggul dalam menerapkan disiplin
d.	Unggul dalam Kegiatan Belajar Mengajar
e.	Unggul dalam Lanjutan Keterampilan.​[70]​
Adapun misi MAS. Proyek UNIVA Medan adalah :
a.	memberdayakan seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan semaksimal mungkin untuk peningkatan mutu peserta didik di sekolah.
b.	Mempergunakan alat/ peraga perangkat pendidikan yang ada seoptimal mungkin untuk peningkatan penguasaan peserta didik di sekolah.
c.	Meningkatkan partisipasi seluruh warga sekolah untuk memenuhi tuntutan Komite Sekolah dan kebutuhan masyarakat lingkungan dalam peningkatan mutu pendidikan.
Madrasah Aliyah Swasta ProyekUNIVA Medan merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Islam yang bertujuan membentuk manusia muslim yang berilmu pengetahuan luas yang dialndasi iman dan takwa serta berakhlak mulia untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat.
Madrasah Aliyah Swasta Proyek UNIVA Medan yang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan di Lingkungan UNIVA Medan yang berdiri sejak tahun 1971 telah berperan aktif menjawab kebutuhan masyarakat dalam memiliki keterampilan yang dilandasi iman dan takwa serta berakhlak mulia.
Adapun jurusan pendidikan yang dibuka oleh MAS. Proyek UNIVA Medan ialah : Jurusan IPA, Jurusan IPS dan Jurusan IPB serta Jurusan Ilmu-ilmu Agama dab Kurikulum yang digunakan adalah KTSP 2006.
Dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 30 orang yang berkualifikasi S1 dan S2, sampai saat ini  MAS. Proyek UNIVA Medan telah menghasilkan Alumni + 4000 orang yang kesemuanya tersebar di berbagai bidang profesi baik di lembaga pemerintah maupun di lembaga swasta.
Sebagai lembaga pendidikan MAS. Proyek UNIVA Medan harus mampu menjawab segala tantangan dengan berbagai perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu setiap tahunnya MAS. Proyek UNIVA Medan terus berupaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikannya antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar yang didukung dengan kegiatan ekstrakurikuler sebagai salah satu wadah bagi siswa untuk menghasilkan siswa yang bermutu.
Sebagai contoh bentuk upaya yang telah dilaksanakan antara lain menyediakan sarana labolatorium komputer, sarana perpustakaan, labolatorium IPA sarana olah raga, sarana ibadah, ruang belajar yang aman dan nyaman, mengikutsertakan guru dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan seminar, memfasilitasi guru dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan seminar, memfasilitasi guru yang ikut dalam program sertifikasi, menerapkan berbagai metode dalam kegiatan belajar mengajar dan menerapkan kurikulum KTSP 2006 serta membuat berbagai kegiatan positif yang termasuk kedalam program Ekstrakurikuler.​[71]​
Seiring dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah tentu banyak hal yang harus  dipenuhi dalam berbagai program antara lain :
a.	Menyediakan sarana laboratorium bahasa yang sesuai standard namun saat ini belum terealisasi
b.	 Melengkapi koleksi buku di perpustakaan
c.	Melengkapi media pembelajaran dan alat peraga pembelajaran
d.	Melengkapi peralatan Laboratorium IPA dan Komputer sesuai dengan standard bagi lembaga pendidikan saat ini.
e.	Melengkapi sarana dan peralatan olahraga sesuai dengan kebutuhan.
f.	Melengkapi sarana dan peralatan Ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan.
g.	Memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan akademik serta kinerja dan profesionalisme guru.​[72]​
Madrasah Aliyah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam pada tingkat lanjutan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa. Berakhlak mulia, menguasai dasar-dasar ilmu agama dan penerapan ilmu agama dan ilmu pengetahuan, teknologi seni budaya, nilai keagamaan dan mampu memecahkan masalah untuk hidup dalam keberagaman masyarakat dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dan atau memasuki dunia kerja.
Adapun tujuan yang diharapkan dari pendidikan di madrasah Aliyah adalah sebagai berikut :
1. Terlaksananya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) dan kekompakan untuk lebih mengoptimalkan SDM guru dan mencegah terjadinya kekosongan jam pelajaran sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki.
1.	 Penerapan evaluasi atau penilaian hasil belajar secara konsisten dan berkesinambungan
2.	Optimalisasi pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan
3.	Memotivasi dan membantu peserta didik untuk pengambangan diri dalam menganali potensi diri dan minat melalui program bimbingan konseling sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal.
4.	Optimalisasi pelayanan terhadap peserta didik dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
5.	Optimalisasi pengembangan diri dalam hal minat dan bakat siswa melalui program bimbingan konseling dan ekstrakurikuler sehingga setiap siswa dapat mengembangkan bakat yang dimiliki secara optimal.
Adapun tujuan pengembangan KTSP antara lain :
1.	MAS. Proyek UNIVA Medan menjadi Madrasah yang lebih berkualitas dan dapat diunggulkan untuk tingkat MA/ sederajat.
2.	MAS. Proyek UNIVA Medan dapat menghasilkan lulusan siswa/i  yang lebih bermutu dan siap bersaing dalam dunia usaha.
3.	MAS. Proyek UNIVA Medan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan generasi-generasi penerus yang memiliki keilmuan dan keimanan di tengah-tengah masyarakat
4.	Peningkatan kualitas akademik siswa, tenaga pendidik dan kependidikan
5.	Membekali siswa dengan berbagai kemampuan di bidang akademik dan non akademik.
6.	Membekali tenaga pendidik dengan berbagai pengembangan metode pendidikan
7.	Turut berperan aktif merealisasikan tujuan Pendidikan Nasional.​[73]​
Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan yang diberlakukan di MAS. Proyek UNIVA Medan dikembangkan oleh madrasah dan komite madrasah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP dan yang ditentukan oleh pihak Departemen Agama.
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut :
1.   Prinsip keimanan akhlak mulia dan budi pekerti luhur.
Keyakinan yang kuat terhadap ajaran Islam diharapkan berpengaruh pada sikap, tingkah laku siswa madrasah dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar itu kurikulum MAS. Proyek UNIVA Medan tidak terlepas dari pengintegrasian imtaq dan iptek sehingga siswa menyadari bahwa seluruh ilmu pengetahuan yang diajarkan di madrasah dapat memperkuat keimanan siswa.
1.	Penguatan Identitas nasional
Penguatan identitas nasioanl dicapai melalui pemahaman terhadap konsepsi kebangsaan yang utuh dengan menumbuhkan semangat nasionalisme sebagai warga negara Indonesia.
2.	Keseimbangan etika, logika, estetika dan kenestika
Keseimbangan pengalaman siswa antara etika, logika, estetika dan kenestika dijadikan bahan pertimbangan dan pengembangan kurikulum MAS. Proyek UNIVA Medan. 
3.	berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingsn peserta didik serta tuntutan lingkungan.
4.	Beragam dan terpadu.
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.
5.	Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 
6.	Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. 
7.	Menyeluruh dan berkesinambungan
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.
8.	Belajar sepanjang hayat.
Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Hal ini sejalan dengan Hadis Nabi Saw. “Tuntutlah Ilmu dari buaian hingga liang lahat”. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuantutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
9.	Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasionak dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.​[74]​
Untuk melaksanakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut diperlukan prinsip pelaksanaan kurikulum sebagai berikut :
a.	Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kodisi peserta didik untuk menguasasi kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
b.	Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
c.	Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/ atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi seperta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan dan moral.
d.	Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsaa, di depan memberikan contoh dan teladan).
e.	Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam takambang jadi guru (semua yang terjadi tergelar dan berkembang dan di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
f.	Kurikulum dilaksanakan dnegan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh badan kajian secara optimal.
g.	Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.​[75]​
Selanjutnya untuk memudahkan pencapaian prinsip pengembangan pelaksanaan kurikulum tersebut, MAS. Proyek UNIVA Mean membuat suatu prosedur pengembangan kurikulum KTSP 2006 sebagai berikut :
1.	Merumuskan indikator, kegiatan pembelajaran, penilaian, pengintegrasian imtaq dan iptek, kalender mata pelajaran dan semuanya dimuat dalam bentuk silabus, RPP, prota, prosem dan rencana mingguan efektif. 
2.	Penentuan susunan mata pelajaran dan perkiraan alokasi waktu dalam satu minggu efektif dan dikelas berapa mata pelajaran itu disajikan.
3.	Membuat muatan lokal dalam bentuk pembekalan keterampilan pada siswa khususnya keterampilan agama yang disusun disesuaikan dengan Surat Keputusan Kanwil Depgasu No. 178/2007 tentang Standard Kelulusan Madrasah.
4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri dalam bentuk bimbingan (konseling) dan ekstrakurikuler.
5.	Identifikasi dan penyusunan kompetensi lulusan MAS. Proyek UNIVA Medan sebagai elaborasi dan penjabaran tujuan institusional Madrasah Aliyah dalam hal kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap dan prilaku yang diharapkan untuk dimiliki lulusan MA.
6.	Pemberdayaan MGMP untuk mendukung SKL, SK kelompok mata pelajaran, dan SK mata pelajaran.
7.	Identifikasi dan penentuan materi pokok dalam bentuk kerangka konsep, prinsip, prosedur dan kegiatan atau pembinaan yang essensial dalam masing-masing pelajaran dan berfungsi sebagai substansi mata pelajaran dan sekaligus untuk mencapai standarr kompetensi mata pelajaran.
8.	Pembelajaran diarahkan pada siswa untuk menciptakan situasi belajar yang kondusif agar pembelajaran dapat mengaktifkan siswa sesuai dengan ciri khas materi yang dipelajari serta sesuai dengan kondisi dan lingkungan sekitar.
9.	penilaian dilakukan terus menerus dan berkesinambungan guna memperoleh informasi tentang  hasil belajar siswa.​[76]​

3. Sumber Daya Manusia 
a. Struktur Organisasi dan Kepemimpinan

Struktur organisasi merupakan gambaran umum tentang tata hubungan tugas dan kerja sama dari orang-orang yang menggerakkan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap tugas-tugas dan tanggung jawab dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh masing-masing individu yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.
Di dalam suatu perusahaan atau madrasah yang inging sukses harus mempunyai suatu organisasi guna memperlancar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, seperti halnya dengan MAS. Proyek UNIVA Medan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
b. Kepemimpinan 
 Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
1. Kepala Madrasah
a.	Bertanggung jawab keluar dan kedalam terhadap semua kegiatan sekolah, baik kegiatan edukatif dan administratif, guna tercapainya kerajsama dalam mencapai tujuan pendidikan.
b.	Bertanggung jawab terahdap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (KBM) dan administrasi madrasah, guna tercapainya tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan Al-Washliyah dab tujuan pendidikan di madrasah Aliyah berdasarkan kurikulum 1994
c.	Berhak dan berkewajiban memberi nasehat, teguran dan peringatan serta mengambil tindakan administratif sesuai dengan pengaturan yang berlaku, terhadap wakil kepala madrasah, kaum guru, wali kelas, guru dan pegawai yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
d.	Berhak mengambil tindakan edukatif dan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku, terhadap siswa yang melanggar peraturan
e.	Dalam proses pengambilan keputusan, maka kepala sekolah adalah memegang segala kebijaksanaan sekolah, yang bila diperlukan terlebih dahulu dapat mendengarkan usul dan saran dari wakil kepala madrasah, wali kelas, KAUR, guru dan pegawai.
f.	Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, kepala sekolah dibantu oleh wakil madrasah, KAUR, wali kelas, guru dan pegawai, dengan cara memberikan pelimpahan wewenang dan tugas sesuai dengan kemampuannya.  
2. Wakil Kepala Sekolah
Wakil Kepala Sekolah bertugas secara terus menerus sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan, yang dalam kehidupan penyelenggaraan madrasah sehari-hari sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar dan penyelenggaraan kurikulum, di samping berfungsi mewakili Kepala Madrasah jika kepala madrasah tidak berada di tempat, atau memperoleh tugas khusus dari kepala madrasah dalam satu bidang tertentu.
Secara umum, Wakil kepala madrasah sebagai unsur pimpinan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
a.	Turut bersama kepala madrasah membuat perencanaan
b.	Memberikan saran dan pendpaat kepala madrasah
c.	Melaksanakan dan mengamalkan policy pendidikan yang digariskan atasan/ pemerintah
d.	Membantu pembinaan dan pengawasan terhadap bidang kegiatan yang telah ditentukan dalam struktur madrasah aliyah
e.	Membantu kepala madrasah membina guru-guru yang berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar dan membina peningkatan rasa kesatuan korps.
3. Tugas Kepala Urusan (KAUR)
KAUR bertugas membantu Kepala madrasah dalam segi Administrasi :
a.	Administrasi Kepegawaian
b.	Administrasi sarana pendidikan dan perlengkapan, serta keuangan
c.	Administrasi surat menyurat
d.	Administrasi kesiswaan
4. Tugas Kepala Tata Usaha
Kepala tata usaha madrasah mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan madrasah, dan bertanggungjawab kepada kepala madrasah dalam kegiatan sebagai berikut :
a.	Penyusunan program kerja tata usaha madrasah
b.	Pengelolaan keuangan madrasah
c.	Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa
d.	Pembinaan dan pengembangan karir dan pegawai tata usaha madrasah
e.	Penyusunan administrasi perlengkapan madrasah
f.	Mengkoordinasikan dan melaksanakan 8k

5. Tugas Pegawai / Staff Tata Usaha
a.	Berkewajiban membantu tugas-tugas administrasi dari KAUR dan pimpinan madrasah
b.	Berkewajiban mengetik surat-surat yang diperlukan, dan membantu memotocopy segala keperluan madrasah
c.	Memukul lonceng masuk dan penukaran setiap mata pelajaran sampai lonceng keluar setiap harinya
d.	Wajib hadir di madrasah setiap hari pada jam kerja yang telah ditentukan oleh kepala madrasah
e.	Membantu keperluan madrasah diluar jam yang telah ditentukan.
6. Tugas PKM I Bidang Kurikulum
a.	Menyusun program pengajaran
b.	Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran bersama kepala madrasah
c.	Menetapkab kriteria persyaratab naik / tidak naik dan kriteria kelulusan bersama kepala madrasah
d.	Mengatur jadwal pembagian buku laporan hasil penilaian hasil belajar bulan dan semester
e.	Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran
7. Tugas PKM II Bidang Sarana
a.	Mengatur dan menyelenggarakan hubungan madrasah dengan orang tua / wali siswa
b.	Membina pengembangan hubungan antara madrasah dengan lembaga pemerintah dunia usaha dan lembaga sosial lainnya
c.	Mengawasi pelaksanaan  tata tertib siswa bersama dengan guru atau wali-wali kelas
d.	Melaksanakan pembinaan siswa dari segi sikap, kehadiran, bolos, dan absen bersama guru pengawas harian.
e.	Penyusunan denah kelas dan hiasan dinding kelas serta atribut kelas bersama wali kelas


8. Tugas PKM III Bidang Kesiswaan
a.	Mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling
b.	Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 8k (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan dan kerindangan)
c.	Mengatur dan membina program kegiatan OSIS meliputi kepramukaan, palang merah remaja (PMR), usaha kesehatan madrasah, patroli, keamanan madrasah, paskibra.
d.	Mengatur program pesantren kilat
e.	Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan madrasah
9. Tugas  Pegawai Laboratorium  Komputer
a.	Perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium
b.	Menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium
c.	Mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium
d.	Memelihara dan perbaikan alat-alat laboratorium
e.	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium
10. Tugas Staff Perpustakaan
a.	Perencanaan pengadaan buku-buku /bahan pustaka / media elektronika
b.	Pengurusan pelayanan perpustakaan
c.	Perencanaan pengembangan perpustakaan
d.	Pemeliharaan dan perbaikan buku-buku/ bahan pustaka/ media elektronika
e.	Melakukan layanan bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya serta masyarakat
11. Tugas seluruh Wali Kelas
Tugas umum :
a.	Membantu dan mengarahkan siswa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam mengikuti pelajaran
b.	Membina dan mengamati pelaksanaan tata tertib madrasah dan tata tertib siswa
c.	Mengumpulkan segala data-data mengenai kepribadian siswa
d.	Mengisi secara lengkap data-data siswa pada raport
e.	Memberikan motivasi pada siswa dalam kelasnya, untuk membina kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan, serta memberikan bantuan kepada pelajar yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran
Tugas khusus :
Membuat peta kerawanan siswa yang dikelompokkan berdasarkan data yang objektif dan benar. Adapun pedoman dab kriteria pengelompokan siswa dalam peta kerawanan kelas dapat dilihat dalam ketentuan berikut: Masing-masing siswa dalam satu kelas harus dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok. Untuk menempatkan seorang siswa dalam satu kelompok tertentu, kriteria di bawah ini dapat menjadi acuan para wali kelas dalam penempatan siswanya dalam satu kelompok. ​[77]​

C. Tenaga Pendidik dan Administrasi








PIMPINAN DAN STAF PENGAJAR
No.	Nama Guru	Jabatan	Mata Pelajar Yang Diajar
1	2	3	4
123456789101112131415161718192021222324251	Syofyan Daulay, SPd.IDrs. Ahmad YaniRodiah, STMukhlisin, SPd.I, MARendi Saputra, ST Nurbaiti, S.KomDrs.H.Hasbullah SH, Dra.Hj. Raisun LubisDra.Hj. Rubiah AhmadDrs.H.M.Kamal HrpM. Syafi’I, SE, M.SiDrs.H. Ahmad Zakaria, Drs. Amir Hamzah RtgM. Taslim, SPdIr. Sukamto, SPdSuratno, SE, SPdDra. Khadijah PasaribuTukini, SPdAwaluddin Sitorus, SPdSyawal Abdi, SPd, MAMasnahwati, SPd.IM. Rahim, SPd.IYayuk Syafriani, SE, Nurhajizah, SPdNazli Rahmadani, Spd.I2	Kepala MadrasahPKM 1PKM 2PKM 3KTUTUGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruGuruWali Kelas/GuruGuruWali Kelas/GuruGuruGuruGuruGuruWali Kelas/Guru3	Bahasa Arab, Quran HadisFisikaPKnTIKTIKKealwashliyahanAqidah AkhlakBahasa ArabFikih, SKIEkonomiSosiologiBahasa InggrisGeografiBiologiPend. SeniBahasa IndonesiaMatematikaBahasa IndonesiaMatematikaBahasa InggrisQiraahAkuntansiBahasa IndonesiaBahasa Inggris4




Berdasarkan pengamatan penulis jumlah siswa/siswi MAS. Proyek UNIVA Medan yang tertera pada statistik sebanyak 220 orang dan ditampung dalam 7 rombongan belajar (rombel)  adalah sebagai berikut :

Tabel – 3 










Dengan kapasitas yang sudah memadai diharapkan kegiatan belajar mengajar akan semakin efektif.​[79]​ Guna menampung kreatifitas siswa yang semakin intensif, pihak madrasah juga menyediakan wadah menyalurkan minat dan bakat siswa. Adapun wadah kegiatan ekstrakulikuler yang disediakan adalah :
1.	Drumb band dengan jadwal latihan pada hari selasa dan minggu
2.	Pramuka dengan jadwal latihan pada hari sabtu sore
3.	Latihan Kader Dakwah (LKD) dengan jadwal latihan dan pembinaan setiap hari kamis sore
4.	Nasyid dengan jadwal latihan dan pembinaan hari selasa dan jum’at
5.	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) dengan jadwal latihan dan pembinaan pada hari kamis
6.	Olah raga dengan jadwal latihan dan pembinaan pada hari jum’at dan minggu pagi.​[80]​
Selanjutnya untuk kegiatan organisasi intra sekolah, di MAS Proyek UNIVA Medan tergabung dalam wadah Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA). wadah tersebut juga menyelenggarakan pembinaan dan pengkaderan terhadap para siswa.

4. Sumber Daya Fasilitas
Tujuan pendidikan MAS Proyek UNIVA Medan merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional, yakni meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk mencapai hal tersebut, MAS.Proyek UNIVA Medan berupaya melakukan hal-hal sebagai berikut :
1.	Peningkatan kualitas meliputi kualitas : guru, siswa, manajemen madrasah, dan staf pegawai MAS Proyek UNIVA Medan.
2.	Pembinaan akhlakul karimah di kalangan warga MAS Proyek UNIVA Medan.
3.	Pembekalan keterampilan yang berkaitan dengan tugas warga MAS Proyek UNIVA Medan.
4.	Untuk kelancaran proses pembelajaran MAS. Proyek UNIVA Medan terdapat sarana fisik yang keberadaannya masih baik antara lain :
a.	Ruang kelas berjumlah 12 unit
b.	Ruang keterampilan 3 unit
c.	Mesjid Jami’ UNIVA 1 unit
5.	Keadaan perlengkapan kelas yang dapat dipergunakan antara lain :
a.	Meja belajar 240 buah
b.	Kursi meja 240 buah
c.	Papan tulis 12 buah
d.	Meja guru 12 buah
e.	Kursi guru 12 buah
f.	Lemari guru 5 buah
g.	Lemari perpustakaan 10 buah
h.	Lemari ruang Kepala Madrasah 2 buah
i.	Kursi dan meja kerja Pimpinan Madrasah 8 buah
j.	Komputer 40 unit
k.	Mesin tik 1 unit.​[81]​

A.	Temuan Khusus Penelitian
1.	Perencanaan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Perencanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) MAS. Proyek UNIVA Medan dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan.​[82]​ Sebelum mengarahkan dan mengawasi, haruslah ada rencana yang memberikan tujuan dan arah suatu program. Perencanaan adalah pemilihan dan penetapan kegiatan, selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, maka rencana haruslah diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan perbaikan agar tetap berguna. “Perencanaan kembali” kadang-kadang dapat menjadi faktor kunci agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin.
Salah satu aspek yang juga penting dalam perencanaan adalah pembuatan keputusan, proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. 
Perencanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MAS. Proyek UNIVA Medan dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut :
a.	Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
b.	Merumuskan keadaan saat ini dan akan datang
c.	Mengindenfikaksikan segala peluang dan hambatan
d.	Mengembangkan rencana atau kegiatan dalam pencapaian tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Perencanaan diperlukan untuk mencapai tujuan :
a.	Pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan
b.	Peningkatan pencapaian tujuan guru
Adapun manfaat perencanaan yang dilakukan yaitu :
a.	Membantu manajemen dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan KTSP
b.	Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individu dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi.​[83]​
Langkah-langkah dalam perencanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MAS. Proyek UNIVA Medan meliputi hal-hal sebagai berikut :
a.	Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai
b.	Meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan
c.	Mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan
d.	Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan.
Perencanaan KTSP di MAS. Proyek UNIVA Medan melalui tahap-tahapan sebagai berikut :
a.	Perencanaan harus mampu mengindentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan
b.	Perencanaan harus mampu menentukan berbagai kebutuhan dalam pendidikan
c.	Perencanaan harus mampu menspesifikasikan rincian tiap-tiap kebutuhan 
d.	Perencanaan harus mampu menentukan pilihan-pilihan yang diharapkan
e.	Perencanaan harus mampu memenuhi segala kebutuhan yang bisa dirasakan oleh semua.
f.	Perencanaan harus mampu sebagai identifikasi strategi alternatif dan prediksi keuntungan dan kerugian tiap-tiap strategi.
Perencanaan mempunyai unsur-unsur yang jelas dan saling berkaitan satu sama lain. Identifikasi unsur-unsur perencanaan yang dilakukan adalah :
a.	Pengambilan keputusan, meliputi aspek-aspek :
1)	Tujuan, asumsi dan harapan
2)	Tindakan, yaitu unsur untuk melaksanakan keputusan
3)	Struktur keputusan
b.	Aspek pengetahuan yang baru. Setiap perencanaan mempunyai aspek pengetahuan yang baru yang mengacu kepada :
1)	Dimensi waktu. Berdasarkan dimensi waktu, ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
2)	Dimensi struktural. Pada struktural atau bagian mana akan memperoleh resiko yang paling kecil.
3)	Dimensi cara pengukuran. Perencanaan harus dapat diukur salah satu pengukuran dalam perencanaan. Penyuluh adalah membandingkan motivasi dengan moral atau pertimbangan antara motivasi dengan moral.
4)	Kerja yang bersifat rasional. Perencanaan adalah usaha untuk melakukan perubahan.
c.	Memiliki strategi dan taktik. Strategi meliputi peraturan kebijakan kelembagaan dan nilai-nilai, sedangkan taktik adalah bagaimana mengimplementasikan perencanaan seperti anggaran keuangan dan lain-lain.
d.	Perencanaan sebagai suatu teknologi.
Perencanaan sebagai suatu teknologi, maka dalam perencanaan ada proses menata informasi dan memproses data.
e.	Perencanaan sebagai suatu struktur.​[84]​ Dalam hubungan dengan struktur, maka setiap tugas-tugas perlu diindentifikasi secara jelas. 
Beberapa sifat perencanaan KTSP di MAS. Proyek UNIVA Medan, yaitu Bersifat menyeluruh, Integrasi yang bersifat fleksibel, analisis dan pengukuran efektif dan efisien. Aktivitas perencanaan meliputi memperkirakan yang akan datang, menetapakan sarana serta mengkoordinasikannya program dengan ukuran kegiatan yang terjadwal. Mengembangkan prosedur dan standard dalam alokasi sumber daya dalam melakukan berbagai kebijakan.
a.	Perencanaan dalam pengaturan sumber daya
1)	Memperkuat madrasah dalam menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu.
2)	Pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya.
b. Perencanaan dan Pengaturan Sumber Dana.
Dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah kondisi alamiah total sumber daya yang tersedia dan prioritas untuk melaksanakan program. Oleh karena itu, sehubungan dengan keterbatasan sumber daya dimungkinkan bahwa program tersebut menentukan skala prioritas dalam melaksanakan program tersebut. Seringkali prioritas dikaitkan dengan pengadaan peralatann bukan kepada output pembelajaran. Oleh karena itu dalam pelaksanaan konsep manajemen tersebut madrasah harus membuat skala prioritas yang mengacu kepada program-program pembelajaran bagi siswa. Sementara persetujuan dari proses pendanaan harus bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan keuangan melainkan harus merefleksikan kebijakan dan prioritas tersebut. Anggaran harus jelas terkait dengan program yang mendukung pencapaian target mutu. Hal ini sebelum sejumlah program dan pendanaan disetujui atau ditetapkan.
Perencanaan dalam pengaturan sumber dana tertuang dalam rancangan anggaran pendapatan dan biaya madrasah (RABM) berdasarkan studi dokumen di lokasi penelitian.​[85]​  
c. Perencanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MAS.  	Proyek UNIVA Medan
	Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Madrasah Tanggal 3 Mei 2011, adapun hasil wawancara tersebut adalah :
“Pertanyaan yang peneliti ajukan adalah : “Bagaimana perencanaan KTSP di  madrasah yang bapak pimpin? Berkenaan dengan implementasi KTSP di MAS. Proyek UNIVA Medan diawali dengan sosialisasi kepada guru-guru. Sosialisasi di sini, adalah ketika diadakan rapat guru yang khusus membicarakan KTSP. Sedangkan pertemuan tidak resmi, misalnya pada saat istirahat, di ruang tunggu guru, atau di ruangan kepala madrasah. Untuk yang pertemuan resmi memang betul-betul direncanakan secara matang, karena yang akan dibicarakan dan disosialisasikan adalah KTSP yang tentunya kalau didetailkan bisa dimulai bagaimana cara guru memahami silabus, RPP, kalender pendidikan, kriteria KKM dan sebagainya. Kita ambil contoh satu saja, bagaimana guru memahami silabus, ternyata di lapangan masih banyak guru-guru yang belum memahami bagaimana konsep silabus sebenarnya. Padahal, silabus berisi tentang materi pelajaran yang akan diujikan sesuai dengan petunjuk kurikulum. Oleh karena itu, saya pikir perlu sekali diadakan pelatihan yang melibatkan seluruh guru.​[86]​
Sedangkan hasil temuan peneliti, yang peneliti deskripsikan setelah mendengar dan mencatat serta merekam isi wawancara dengan kepala madrasah, selanjutnya peneliti tampilkan dalam secara deskriptif, bahwa sebelum implementasi KTSP, terlebih dahulu dilakukan perencanaan yang cukup matang. Perencanaan yang dilakukan melalui rapat para pimpinan madrasah. Pada rapat ini diputuskan beberpa hal penting diantaranya membuat pelatihan penyusunan KTSP bagi guru-guru, penyusunan silabus dan RPP, serta pembuatan KKM
Pertama, pelatihan penyusunan dan penulisan KTSP bagi guru-guru. Pelatihan ini paling sedikit dilakukan sekali dalam satu semester, yaitu pada awal tahun ajaran baru. Dalam pelatihan tersebut pihak madrasah juga menghadir pengawas madrasah sebagai tutor utama dan PKM I sebagai pembantu tutor pelatihan. Adapun sasaran dari pelatihan tersebut adalah adanya persamaan visi dan misi serta persepsi serta penyeragaman model KTSP menurut peraturan pemerintah. Dari pelatihan ini banyak masukan dan saran yang datang dari pihak pengawas madrasah yang intinya, bahwa setiap guru wajib membuat dan menyusun RPP dan Silabusnya sendiri. karena sebelumnya para guru juga diberi kalender pendidikan sebagai pedoman dalam menyusun hari efektif belajar dan menentukan program semester dan program tahunan. Memang diakui masih banyak guru yang belum paham dan mengerti bagaimana cara menyusun program semester dan program tahunan. Tetapi setelah diberi pemahaman yang cukup oleh pengawas madrasah, para guru dapat mengerti bagaimana cara menyusun program semester dan tahunan yang baik.
Sesi pelatihan yang banyak mendapat pertanyaan dari guru adalah bagaimana menyusun Silabus dan RPP. Permasalahan mendasar bukanlah dari pengalaman para guru itu sendiri, tetapi lebih pada masalah teknis yaitu penggunaan alat/media komputer sebagai alat tulisnya. Bagi guru-guru tua/senior mereka kurang mahir menggunakan komputer, sehingga mereka banyak banyak mengeluh. Tetapi dengan adanya tim yang tergabung dalam MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) hambatan teknis itu dapat diselesaikan.
Salah satu kegiatan yang sangat membantu para guru dalam perencanaan KTSP adalah tahap sosialisai. Pada tahap ini guru sangat terbantu dengan adanya MGMP, di samping itu keberadaan organisasi ini juga bisa menjadi perpanjangan tangan dari kepala madrasah dalam pembinaan dan sosialisasi pada setiap programnya, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas belajar mengajar.
Di samping itu, untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang adanya pelatihan bagi guru-guru dalam rangka sosialisasi KTSP, peneliti juga mengkros-cek keterangan dari kepala madrasah dengan mewawancarai salah seorang guru MAS Proyek UNIVA Medan.​[87]​ Guru tersebut juga membenarkan, bahwa pelatihan bagi guru-guru dilaksanakan minimal pada awal semester ganjil atau tahun ajaran baru. Sambil mengisi liburan sekolah, para guru biasanya juga mengadakan pelatihan seperti yang sudah terjadwal pada program madrasah.  Pada pelatihan ini, guru-guru dilatih oleh pengawas madrasah dan juga dibantu oleh PKM I bidang kurikulum. Salah satu manfaat yang dirasakan guru-guru adalah, bahwa mereka dilatih untuk terampil menggunakan media pembelajaran. Karena selama ini banyak guru-guru dalam mengajar kurang dalam menggunakan media pembelajaran. Tutor banyak memberikan materi tentang pembuatan bahan media pembelajaran. Biasanya para guru dalam mengajar masih terfokus pada salah satu metode mengajar saja yaitu medote ceramah yang jarang menggunakan media pembelajaran. Tetapi berkat adanya pelatihan-pelatihan yang bukan saja dilakukan di madrasah, tapi para guru juga sering dikirim untuk mengikuti pelatihan sejenis yang diadakan di berbagai tempat di kota Medan.
Keberhasilan program sosialisasi KTSP tidak terlepas dari peran pimpinan madrasah. Mereka terus mengadakan pembinaan, terutama bagi guru-guru muda yang baru lulus dan masih dalam tahap percobaan. Biasanya mereka lebih intensif dibina dan diarahkan untuk menjadi guru yang profesional. Walau mereka sudah ada yang memahami bagaimana merancang sebuah pembelajaran, tetapi secara praktik mereka masih minim pengalaman, sehingga pihak madrasah senantiasa mengadakan pembinaan dan juga supervisi bagi guru-guru muda. Dengan kekuatan 29 orang guru ditambah 2 orang tenaga kependidikan non guru, terus diupayakan bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan program KTSP.
Kedua, penyusunan Silabus dan RPP. Setelah para guru dilatih dalam sebuah pelatihan, giliran para guru dituntut untuk dapat menuliskan silabus dan RPP sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Di sini para guru diwajibkan membuat RPP sebelum memulai mengajar di kelas. Walau masih dalam tahap perencanaan, tetapi pada akhirnya semua guru wajib membuat RPP.
Ketiga, pembuatan KKM. Dalam menentukan KKM, setiap guru atau setiap mata pelajaran berbeda. Karena pada mata pelajaran tertentu memiliki tingkat kesulitan yang tidak sama. Pada sosialisasinya, pembuatan KKM direncanakan bersamaan dengan pelatihan pembuatan RPP, Agar lebih  memudahkan guru dalam menetapkan standar ketuntasan belajar setiap siswa dalam mata pelajaran. Ketuntasan belajar ini penting sekali, karena bertujuan meningkatkan daya serap dan daya saing siswa.
Selanjutnya hasil observasi peneliti, yang peneliti lakukan ketika diadakannya kegiatan sosialisasi dan peltihan KTSP, ​[88]​adalah :
“Pada waktu kegiatan pelatihan peneliti mengikuti kegiatan tersebut sampai peneliti benar-benar tahu apa yang dibicarakan dan menjadi pelatihan. Sesuai dengan posisi peneliti sebagai peneliti bukan sebagai peserta pelatihan secara langsung, maka peneliti tetap mempertahankan posisi sebagai peneliti tanpa harus terpengaruh dan larut dalam kegiatan tersebut. Pada prinsipnya peneliti terus mencatat hal-hal yang berkaitan dengan KTSP dan sejenisnya. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, satu hal yang penulis temukan secara langsung adalah bagaimana pembantu Kepala Madrasah Bidang Kurikulum yaitu Drs. Ahmad Yani memberikan paparan yang cukup mendetail, sehingga data dapat dikumpulkan dengan baik, baik oleh saya sendiri selaku observer, maupun oleh para guru selaku peserta pelatihan. Kegiatan pelatihan semakin menarik minat guru-guru ketika sampai pada sesi tanya jawab. Pada guru begitu antusias melontarkan berbagai pertanyaan seputar KTSP, baik sisi latar belakangnya, sampai kepada implementasinya di setiap sekolah dan madrasah.
Dengan pahamlah peneliti mengapa  masalah KTSP perlu  disosialisasikan kepada guru-guru dengan intensif, tidak lain supaya guru-guru sebagai ujung tombak pendidikan di madrasah dan sekolah dapat segera menerapkannya.











































2.	Pengorganisasian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MAS. Proyek UNIVA
Pengorganisasian KTSP di MAS Proyek UNIVA Medan, bahwa pengorganisasian KTSP sejalan dengan bahan pelajaran. Dengan menyusun bahan yang sistematis, pedagogis, psikologis dan sebagainya, maka bahan yang akan lebih mudah diajarkan. Secara pedagogis, bahwa pengorganisasian KTSP harus mengandung unsur-unsur pendidikan. Di mana setiap KTSP yang dibuat sesuai dengan perencanaan. Dalam hal ini adalah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran pada setiap pertemuan.
Banyaknya materi pelajaran dalam satu mata pelajaran harus terorganisasi dalam sebuah RPP yang integratif dan memuat nilai-nilai pendidikan, serta mudah dalam menyampaikannya di kelas. Oleh karena itu, sejalan dengan hasil-hasil pelatihan KTSP yang sudah dilaksanakan dan bertujuan untuk memahamkan para guru tentang hakikat KTSP serta cara implementasinya dalam sebuah pembelajaran. Dengan demikian, secara praktis bahwa pengorganisasian penyusunan RPP harus sistematis.
Untuk lebih jelasnya, bahwa pengorganisasian KTSP di MAS Proyek UNIVA Medan diungkapkan oleh kepala Madrasah dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2011,​[89]​ menurut penjelasan kepala madrasah bahwa penyusunan KTSP apabila sudah pada tahap pengorganisasian, maka kepala madrasah segera memberikan interuksi kepada seluruh guru agar secepatnya mengumpulkan bahan guna menyusun KTSP. Arahan sudah dilakukan pada tahap sosialisasi, tinggal para guru mencari sumber tercepat dan terpercaya untuk dapat menyusun KTSP dengan sebaik-baiknya.
Untuk lebih jelasnya, perlu diyakinkan bahwa seluruh guru sudah siap bagaimana cara menyusun KTSP yang baik dan benar. Dari 29 orang guru seluruhnya sudah mendapatkan perintah langsung dari kepala madrasah. Kemudian masalah-masalah teknis biasanya ditangani oleh PKM 1 bidang kurikulum. Mata pelajaran yang diampu harus benar-benar dikuasai dan diprogram dalam sebuah RPP. Pihak PKM 1 benar-benar sudah mengecek dan membimbing para guru yang membutuhkan bantuan teknis. Guna mengkroscek apakah yang dilakukan PKM 1 bidang kurikulum sudah sesuai dengan interuksi kepala madrasah, pada kesempatan wawancara dengan salah seorang guru, peneliti juga mendapati bahwa apa yang menjadi tugas guru dalam rangka menyiapkan KTSP sudah dibimbing dan dibantu secara teknis oleh PKM 1 bidang kurikulum. Dengan demikian, telah mengorganisir kegiatan penyusunan KTSP dan pengembangan di madrasah.




d.	Rantai perintah atau kesatuan perintah
e.	Tingkat-tingkat hirarki manajemen
f.	Saluran komunikasi
g.	Rentang manajemen dan kelompok informal yang dapat dihindarkan.
Proses pengorganisasian MAS. Proyek UNIVA Medan terdiri dari tiga tahap, yaitu:
a.	Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap personil madrasah dalam mencapai tujuan organisasi
b.	Pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh setiap individu
c.	Pengadaan dan pengembangan mekanisme kerja sehingga ada koordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan membuat para anggota organisasi memahami tujuan organisasi dan mengurangi konflik.​[90]​
Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.
Para pegawai dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Ada beberapa prinsip yang dilakukan oleh pimpinan MAS. Proyek UNIVA Medan dalam melakukan pengarahan yaitu :
a.	Prinsip mengarah kepada tujuan
b.	Prinsip keharmonisan dengan tujuan
c.	Prinsip kesatuan komando.
Pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksud agar pegawai bersedia untuk bekerja sebaik mungkin dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di atas.
Cara-cara pengarahan pengorganisasian KTSP MAS. Proyek UNIVA Medan yaitu :
a.	Orientasi. Merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik
b.	Perintah. Merupakan permintaan dari kepala madrasah kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu.


















Gambar 2 : Pengorganisasian KTSP pada MAS. Proyek UNIVA Medan.

3.	Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MAS. Proyek UNIVA Medan
Kebijakan KTSP MAS. Proyek UNIVA Medan, belum sepenuhnya bersifat dari bawah ke atas. Pelaksanaan di lapangan dalam pedoman umum pelaksanaan. Hal ini disebebkan karena konsep dan tujuan kebijakan KTSP belum dipahami secara utuh oleh pelaku kebijakan sebagai akibat dari pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang masih temporer atau sesaat serta kurangnya komunikasi dan koordinasi diantara pelaku kebijakan. Selain itu disebabkan juga karena kurang diberdayakannya kepada kepala madrasah, wakil kepala, guru serta tidak diberinya kewenangan dan kebebasan yang penuh untuk menerapkan kebijakan kepada kepala madrasah selaku aktor utama kebijakan dan juga kepada guru dalam melaksanakan Pakem, serta masih kurangnya keberanian dan kreativitas baik dari kepala madrasah maupun guru.​[92]​ 
Kebijakan KTSP di MAS Proyek UNIVA Medan, dilaksanakan juga dengan menerapkan Pakem dan transparansi manajemen. Pakem telah dijadikan strategi pembelajaran oleh sebagian kecil guru, dan dapat memotivasi guru dan siswa untuk melaksanakan proses belajar mengajar dengan lebih baik. Kesadaran dan partisipasi untuk membantu anak belajar dan keterlibatannya dalam menyusun rencana madrasah, penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar anak, sejauh pengamatan peneliti, baru disebagaian kecil dari unsur madrasah yang mengalami peningkatan, hal ini dapat dikatakan masih belum optimal.
Dalam manajemen peningkatan KTSP ini, madrasah bekerja dalam koridor-koridor tertentu antara lain sebagai berikut :
a.	Sumber daya; sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional/ administrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk: Memperkuat madrasah dalam menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya.
b.	Pertanggungjawaban, madrasah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan atas komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan/ tuntutan orang tua/ masyarakat. Pertanggungjawaban bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang telah dikerjakan. Untuk itu madrasah harus memberikan laporan pertanggungjawaban dan mengkomunikasikannya kepada orang tua/ masyarakat dan pemerintah dan melaksanakan kaji ulang secara menyeluruh terhadap pelaksaan program prioritas madrasah dalam proses peningkatan mutu.
c.	Kurikulum; berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, madrasah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (content) dan proses penyampaiannya.
d.	Personil madrasah; madrasah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf madrasah (kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru dan staf lainnya). Sementara itu pembinaan profesional dalam rangka pembangunan kapasitas/ kemampuan kepala madrasah dan pembinaan keterampilan guru dalam pengimplementasian kurikulum termasuk staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif madrasah. 
e.	Konsekuensi logis dari itu, madrasah harus diperkenankan untuk mengembangkan perencanaan pendidikan dan prioritasnya di dalam kerangka acuan yang dibuat oleh pemerintah. Memonitor dan mengevaluasi setiap kemajuan yang telah dicapai dan menentukan apakah tujuannya telah sesuai dengan kebutuhn untuk peningkatan mutu. Menyajikan laporan terhadap hasil dan performanya kepada masyarakat dan pemerintah sebagai konsumen dari layanan pendidikan (pertanggungjawaban kepada stake-holders).​[93]​
Pendanaan, walaupun dianggap penting dalam perspektif proses perencanaan di mana tujuan ditentukan, kebutuhan diindentifikasikan, kebijakan diformulasikan dan prioritas ditentukan, serta sumber daya dialokasikan, tetapi fokus perubahan kepada sistem manajemen berbasis madrasah ini lebih kepada bentuk pengelolaan yang mengekspresikan diri secara benar kepada tujuan akhir yaitu mutu pendidikan di mana berbagai kebutuhan siswa untuk belajar terpenuhi. Untuk itu dengan memperhatikan kondisi geografik dan sosio ekonomik masyarakat, maka sumber daya dialokasikan dan didistribusikan kepada madrasah dan pemanfaatannya dipercayakan kepada madrasah sesuai dengan perencanaan dan prioritas yang telah ditentukan oleh madrasah dan dengan dukunngan masyarakat. Pedoman pelaksanaan peningkatan mutu kalaupun ada hanya bersifat umum yang memberikan rambu-rambu8 mengenai apa-apa yang boleh/ tidak boleh dilakukan.
Pemberian kewenangan KTSP memberikan kewenangan kepada madrasah untuk mengontrol sumber daya manusia, fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, misalnya pengangkatan tenaga honorer untuk keterampilan yang khas atau muatan lokal. Demikian pula mengirim guru untuk berlatih di institusi yang dianggap tepat.
Konsekuensi logis dari itu, madrasah melakukan hal-hal :
a.	Mengembangkan perencanaan pendidikan dan prioritasnya di dalam kerangka acuan yang dibuat oleh pemerintah
b.	Memonitor dan mengevaluasi setiap kemajuan yang telah dicapai dan menentukan apakah tujuannya sesuai kebutuhan untuk peningkatan mutu.
c.	Menyajikan laporan terhadap hasil dan performanya  kepada masyarakat dan pemerintah sebagai konsumen dari layanan pendidikan (pertanggungjawaban kepada stake-holders).​[94]​
Pelaksanaan KTSP di MAS UNIVA  Medan, sudah sesuai dengan perencanaan. Artinya segala hambatan yang sifatnya teknis sudah benar-benar ditangani oleh PKM 1 bidang kurikulum. Oleh karena itu, dalam tahapan pelaksanaan KTSP adalah tahapan di mana para guru mengajarkan langsung apa yang sudah dibuat dalam silabus dan RPP. Untuk memastikan benar tidaknya para guru menjalankan interuksi kepala madrasah, dalam kesempatan ini peneliti mengadakan observasi langsung ke lapangan.​[95]​ Adapun tujuan observasi yang peneliti lakukan adalah untuk memastikan dan melihat secara langsung bagaimana guru-guru mengajar, apakah menggunakan RPP atau tidak. Pada kenyataannya, banyak guru-guru menggunakan RPP dan Silabus dalam mengajar sebagai bahan acuan di samping tentunya buku pegangan atau buku penunjang yang sesuai dengan KTSP. 
Salah satu indikator kedisiplinan guru dalam bentuknya adalah membuat berbagai persiapan dan perencanaan pengajaran yang baik, di samping itu juga guru harus mempersiapkan berbagai langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran. Peran guru yang dimaksud adalah berkaitan dengan peran guru dalam proses pembelajaran. Guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan pada umumnya, karena guru memegang peranan dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam proses tersebut terkandung multi peran dari guru. Peranan guru meliputi banyak hal, yaitu guru dapat berperan sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan belajar, perencana pembelajaran, supervisor, motivator, dan sebagai evaluator. 
Pada dasarnya guru harus mampu membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswanya dalam proses pembelajaran, untuk itu guru dituntut untuk mengenal lebih dekat kepribadian siswanya. Proses asessing atau memperkirakan keadaan siswa adalah langkah awal untuk mengetahui lebih lanjut kondisi siswa untuk kemudian dievaluasi agar lebih kongkrit dan mendekati tepat untuk memahami keadaan siswanya, diharapkan jika guru telah mengetahui betul kondisi siswanya akan mempermudah memberikan meteri pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat siswa.
Perencanaan pembelajaran adalah membuat persiapan pembelajaran. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa jika tidak mempunyai persiapan pembelajaran yang baik, maka peluang untuk tidak terarah terbuka lebar, bahkan mungkin cenderung untuk melakukan improvisasi sendiri tanpa acuan yang jelas. Mengacu pada hal tersebut, guru diharapkan dapat melakukan persiapan pembelajaran baik menyangkut materi pembelajaran maupun kondisi psikis dan psikologis yang kondusif bagi berlangsungnya proses pembelajaran.
Peran guru yang ketiga ini memegang peranan yang sangat penting, karena di sinilah proses interaksi pembelajaran dilaksanakan. Karena itu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian guru:
Pertama, mengatur waktu berkenaan dengan berlangsungnya proses pembelajaran yang meliputi pengaturan alokasi waktu seperti pengantar + 10%, materi pokok + 80%, dan untuk penutup + 10%.
Kedua, memberikan dorongan kepada siswa agar tumbuh semangat untuk belajar,sehingga minat belajar tumbuh kondusif dalam diri siswa. Guru senantiasa harus mampu menunjukkan kelebihan bidang yang dipelajari dan manfaat yang akan didapat dengan mempelajarinya. Menumbuhkan motivasi tersebut dapat dilakukan dengan reinforcement yaitu memberi penghargaan baik dengan sikap, gerakan anggota badan, ucapan, dan bentuk tertulis. Hal ini dilakukan sebagai respon positif terhadap tindakan yang dilakukan oleh siswa.
Ketiga, Melaksanakan diskusi dalam kelas. Dalam sistem pendidikan yang demokratis, diskusi adalah wahana yang tepat untuk menciptakan dan menumbuhkan siswa yang kreatif dan produktif serta terlatih untuk berargumentasi secara sehat serta terbiasa menghadapi perbedaan. Small group activities memiliki kelebihan untuk menggali potensi siswa, karena siswa akan berperan aktif lebih besar dalam aktivitas pembelajarannya.
Keempat, peran guru berikutnya adalah mengamati siswanya dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat formal di ruang kelas maupun di dalam kegiatan ekstra kurikuler.​[96]​
Mengacu pada hasil pengamatan ini, para guru juga mengetahui siswa mana yang membutuhkan pembinaan yang lebih, untuk diberi tugas individu, atau mungkin diberikan remedial teaching sebagai follow up dari tes yang telah diberikan. Peran guru dalam kegiatan ini mencakup informasi berupa pemberian ceramah dan juga informasi tertulis yang dibutuhkan siswa dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami siswa. Hanya saja peran guru tidak terlalu dominan, sebab bisa dibayangkan kalau para siswa dari waktu ke waktu hanya menjadi pendengar setia mungkin proses pendidikan tidak akan menghasilkan lulusan yang optimal. Peran jenis ini adalah guru memberikan masalah untuk dicarikan solusi alternatifnya, sehingga siswa dapat menggunakan daya pikir dan daya nalarnya secara maksimal. Baik dengan menggunakan metode berpikir induktif ataupun deduktif. Melakukan pertanyaan dan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan siswa. Langkah ini menunjukkan proses yang sangat manusiawi dalam hal ini manusia selalu ingin tahu terhadap suatu persoalan atau masalah. Keterampilan bertanya dan menjawab adalah merupakan kompetensi yang harus dimiliki guru. Menggunakan alat peraga, sebagai alat bantu komunikasi pendidikan seperti OHP, proyektor, TV dan lainnya yang dapat dirancang sendiri, mengingat alat seperti ini sangat membantu proses belajar mengajar, dengan harapan siswa tidak terlalu jenuh. Guru harus berupaya menguasai penggunaan alat-alat bantu tersebut.
Beban belajar pada MAS. Proyek UNIVA Medan adalah beban belajar sistem paket yaitu sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajarsetiapmata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran.
Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untukmencapai standard kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada MAS. Proyek UNIVA Medan ditetapkan 1 jam pelajaran adalah 45 menit.
Sedangkan beban belajar kegaiatan tatap muka per minggu pada MAS. Proyek UNIVA Medan adalah sebagai berikut :
1.	Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu adalah 45 menit jam pembelajaran





Beban belajar peserta didik

Kelas	Satu jam tatap muka (menit)	Jumlah jam pembelajaran Per minggu	Minggu Efektif per tahun ajaran	Waktu pembelajaran per tahun	Jumlah jam per tahun (@60 menit)
X s.d XII	45	45	42	2025 jam pel(85.050 menit) 	1417,5 jam

Kriteria Kenaikan Kelas adalah syarat-syarat yang ditetapkan untuk menentukan kenaikan kelas berdasarkan standard nasioanl dan ketentuan yang berlaku pada madrasah.
Adapun Kriteria Kenaikan Kelas di MAS. Proyek UNIVA Medan adalah sebagai berikut :
a.	Ketentuan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau pada akhir semester 2.
b.	Ketentuan kenaikan kelas didasarkan pada hasil penilaian yang dilakkukan pada semester 2.
c.	Siswa tidak tersangkut prilaku amoral (Kategori amoral akan disepakati kemudian)
d.	Kehadiran siswa tidak kurang dari 90% hari efektif belajar
e.	Nilai kurang (NK) tidak lebih dari tiga mata pelajaran bagi kelas XI dan nilai rata-rata 70, sedang kelas X nilai kurang 3 tidak lebih dari tiga mata pelajaran penting (Al Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Geografi, Sosiologi dan Ekonomi).
f.	Tidak kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70. 
Contoh mata pelajaran PPKn dalam dokumen madrasah proyek UNIVA yang peneliti ambil tanggal 20 Mei 2011.​[97]​
a.	Latar Belakang
Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitemen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyrakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongannya. [Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998].
Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedauatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratab/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945].
Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 samapi dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.
Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masysrakat, pemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian linngkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 
b.	Tujuan 
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :
1.	Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2.	Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti-korupsi.
3.	Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4.	Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
c.	Standar Kompetensi Lulusan
1.	Memahami hakekat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.	Menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional dan tindakan anti korupsi.
3.	Menganalisis pola-pola dan partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan serta penegakan HAM baik di Indonesia amaupun di luar negeri.
4.	Menganalisis peran dan hak warganegara dan sistem pemerintahan NKRI
5.	Menganalisis budaya politik demokrasi, konstitusi, kedaulatan negara, keterbukaan dan keadilan di Indonesia.
6.	Mengevaluasi hubungan internasional dan sistem hukum internasional
7.	Mengevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
8.	Menganalisis peran Indonesia dalam politik dan hubungan internasional, regional, dan kerjasama global lainnya.





Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
Kalender pendidikan kemenag adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang dibuat oleh Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara dan diberlakukan di madrasah binaan Kanwil Kemenagsu. Kalender Pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
Kalender Pendidikan MAS. Proyek UNIVA Medan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang dibuat oleh MAS. Proyek UNIVA Medan. Kalender Pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
Kalender mata pelajaran adalah kalender yang disusun oleh guru mata pelajaran yang terdiri dari Program Tahunan dan Program Semester serta rincian minggu efektif sebagai penjabaran dari Kalender Pendidikan MAS. Proyek UNIVA Medan dan alokasi waktu untuk SK dan KD, RPP terlampir.

























Gambar 1. Bagan kalender Pendidikan
e.	Penetapan Kalender Pendidikan
1.	Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya
2.	Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, kepala daerah tingkat kabupaten/ kota, dan/ atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
3.	Pemerintah Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan.
4.	Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokai waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standard isi dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/ pemerintah daerah.​[98]​


























Gambar 3: Pelaksanaan KTSP di MAS. Proyek UNIVA Medan.
4.	Pengawasan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MAS Proyek UNIVA Medan
Dalam rangka pengawasan implementasi KTSP di MAS Proyek UNIVA Medan, bahwa pengawasan dilakukan secara langsung oleh kepala madrasah. Di samping itu, pengawasan harian dan internal juga melibatkan PKM 1 bidang kurikulum. Keterlibatan PKM 1 bidang kurikulum memang dibutuhkan, mengingat tugas PKM 1 salah satunya juga memantau dan mensupervisi secara langsung para guru yang melaksanakan tugasnya. 
Berkenaan dengan tugas pengawasan, peneliti juga mengadakan wawancara dan observasi langsung ke lapangan.​[99]​ Menurut penjelasan kepala madrasah, bahwa proses pengawasan dilakukan dengan beberapa langkah:
a.	Bahwa pengawasan tahap pertama, kepala madrasah memerintahkan PKM 1 bidang kurikulum untuk memeriksa kelengkapan KTSP para guru untuk memastikan semua berjalan dengan baik, sehingga proses pembelajaran juga akan berjalan dengan baik.
b.	PKM 1 bidang kurikulum selanjutnya mengumpulkan KTSP setiap guru untuk bicarakan dan dibahas pada tingkat pimpinan madrasah.
c.	Hasil-hasil rapat pimpinan kemudian disosialisasikan kepada seluruh guru, guna perbaikan dan revisi KTSP yang sudah disusunnya.
d.	Mendistribusikan kembali KTSP yang sudah diteliti dan disahkan serta ditandatangai oleh kepala madrasah.
 Langkah-langkah tersebut di atas, senantiasa dijalankan dan dilakukan oleh kepala madrasah untuk meningkatkan mutu dan tingkat ketercapaian target KTSP. Memang diakui oleh kepala madrasah, bahwa masih ada guru-guru yang belum menjalankan sesuai dengan fungsinya. Bukan berarti mereka tidak mengajar dengan baik, hanya saja belum sesuai dengan kriteria KTSP. Walau demikian, pihak pimpinan dan perangkatnya tetap mengadakan pengawasan dan pembinaan kepada para guru.
Pengawasan lain yang juga dilakukan oleh kepala madrasah dan juga PKM 1 bidang kurikulum adalah dengan mengawasi dan mensupervisi guru yang mengajar dengan memberikan semacam kuisioner. Kuesioner ini perlu diberikan sebagai wujud partisipasi guru mengisi dan memberikan catatan keberhasilan dan perolehan target. Hasilnya, bahwa pengawasan dengan menggunakan sistem kuesioner ini menjadi lebih efektif.​[100]​














Gambar 4; Pengawasan KTSP pada MAS. Proyek UNIVA Medan.

5.	Evaluasi Kurikulum Tingkat  Satuan Pendidikan (KTSP) di MAS Proyek UNIVA Medan
Evaluasi dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penilaian yang dilakukan oleh kepala madrasah terhadap berlangsungnya proses implementasi KTSP pada MAS. Proyek UNIVA Medan. Karena itu, dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan penghambat proses serta pemberian solusi terahdap permasalahan yang dihadapi. 
Beberapa faktor pendukung dan penghambat dapat diidentifikasikan sebagai berikut :​[101]​
a.	Faktor pendukung implementasi kebijakan KTSP diantaranya :
1)	Lingkungan madrasah, walaupun kurang kondusif, namun diantara personil madrasah sebagian besar memiliki kemauan untuk mengimplementasi pengembanngan konsep KTSP, pakem dan peran serta masyarakat.
2)	Ada kemauan sebagian guru menggunakan Pakem sebagai strategi pembelajaran di madrasah, sebab Pakem adalah bagian integral dari konsep KTSP.
3)	Adanya dana bantuan langsung “block grant” (dana isian penggunaan anggaran). Sejak implementasi KTSP MAS Proyek UNIVA juga telah memberikan dana bantuan, rincian terlampir.
4)	Adanya hubunngan kerja yang kondusif dan harmonis, dalam arti masing-masing personil madrasah, berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.
b.	Faktor penghambat implementasi kebijakan KTSP antara lain adalah :
1)	Kurangnya kesiapan dari sumber daya dan adanya keterpaksaan dari pelaksana kebijakan. Seperti kurangnya penguasaan terhadap konsep KTSP, sementara mereka dituntut untuk melaksanakan kebijakan manajemen KSTP transparan.
2)	Sosialisasi kebijakan KTSP yang hanya dilakukan secara temporer, sehingga konsep dan tujuan kebijakan KTSP kurang tersosialisasikan ke target group dan stakeholders, serta menyebabkan adanya persepsi dan pemahaman yang berbeda dari para pelaku kebijakan terhadap konsep dan tujuan kebijakan KTSP tersebut.
3)	Adanya kesalahan dalam praktek Pakem. Contoh terlampir.
4)	Belum dimilikinya kewenangan, kemandirian dan kebebasan (otomi) kepala madrasah dan guru dalam mengelola madrasah dan melaksanakan kebijakan KTSP.
5)	Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang bagaimana seharusnya mereka memberi dukungan kepada madrasah dalam implementasi KTSP.
6)	Adanya sikap dari para pendidik yang telah terkondisi bersikap pasif dan tidak kreatif (menunggu juklak dan jurnis)
7)	Banyaknya kegiatan administrasi tambahan yang harus ditangani kepala madrasah dan guru.​[102]​
Enam faktor pendukung dan tujuh faktor penghambat implementasi kebijakan KTSP di MAS. Proyek UNIVA Medan telah berhasil diindentifikasi. Identifikasi faktor pendukung implementasi kebijakan dari hasil penelitian tersebut di atas, sejalan dengan apa yang dikemukakan Drs. Amir Hamzah Ritonga,​[103]​ strategi atau kondisi bagi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:
a.	Adanya otonomi yang dimiliki sekolah
b.	Adanya peran serta masyarakat secara aktif
c.	Adanya kepemimpinan kepala madrasah
d.	Adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis
e.	Semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya
f.	Adanya petunjuk dari departemen terkait
g.	Adanya transparansi dan akuntabilitas
h.	KTSP harus diarahkan untuk meningkatkan kinerja sekolah
i.	Sosialisasi.
Kemampuan dari kepala madrasah dan guru selaku aktor utama kebijakan yang dipercaya untuk mengemban pelaksanaan kebijakan KTSP dalam mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki, termasuk mempertahankan dan memanfaatkan beberapa faktor pendukung di atas akan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Sebagaimana pendapat Wahab, yang menyatakan bahwa besar kecilnya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) dengan apa yang senyatanya dicapai dalam implementasi kebijakan, sedikit banyaknya akan tergantung pada apa yang disebut Implementation capacity dari organisasi atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan. Implementation capacity tidak lain adalah kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (policy dicision) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai. Suatu proses kebijakan akan mengalami siklus yang meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Pada tataran implementasi, suatu kebijakan ada yang bersifat self-excuting, yakni kebijakan tersebut akan dengan sendirinya terimplementasikan, dan ada juga yang bersifat non self-excuting, yaitu suatu kebijakan negara yang pengimplementasiannya perlu diusahakan oleh stakeholders.​[104]​ Menurut Islamy, hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat self-excuting, justru yang lebih banyak adalah yang bersifat non self-excuting. Kebijakan KTSP, adalah merupakan kebijakan yang bersifat non self-excuting, dalam pengertian bahwa kebijakan tersebut tidak dapat secara otomatis diberlakukan setelah kebijakan tersebut tidak dapat secara otomatis diberlakukan setelah kebijakan itu dibuat, akan tetapi masih memerlukan waktu untuk adaptasi, bahkan penyesuaian-penyesuaian ketika diimplementasikan.​[105]​ Selain itu, implementasi adalah merupakan suatu proses untukmewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan, atau dengan kata lain penerapan perencanaan kedalam praktek. Namun dalam hal ini tidak semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Gejala menurut Wahab, dinamakan sebagai implementation gap, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses implementasi kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).​[106]​
Dari data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini kebijakan KTSP yang tengah dirintis di MAS. Proyek UNIVA Medan ternyata tidak terlapas dari hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Faktor-faktor penghambat yang telah terindentifikasi perlu diperhatikan, sehingga kegagalan implementasi kebijakan dapat dieleminir. Sesuai dengan pernyataan dari Wahab, bahwa proses implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah jika ada yang berasumsi bahwa proses implementasi kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung tanpa hambatan. Pelaksanaan suatu kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.​[107]​ Setyodarmodjo, menjelaskan bahwa dalam suatu proses kebijakan, proses implementasi merupakan proses yang tidak hanya kompleks (complicated), namun juga hal yang sangat sempurna, namun gagal dalam implementasinya mencapai tujuan, hal ini salah satunya adalah gagal dalam implementasinya mencapai tujuan, hal ini salah satunya adalah terjadi karena dilakukan melalui cara-cara lain, tidak sesuai dengan pedoman dan juga disebabkan karena faktor-faktor subyektif para pelaksananya (policy actors) maupun dari masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak dari kebijakan yang dimaksud. Hal tersebut terjadi juga dalam implementasi kebijakan KTSP. Telah disebutkan bahwa salah stau faktor dan pemahaman terhadap kebijakan KTSP adalah adanya perbedaan persepsi masing-masing aktor kebijakan. Guna menghindari perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap konsep dan tujuan antar aktor kebijakan atau antar implementers (unit birokrasi maupun non birokrasi), maka proses administrasi harus selalu berpijak pada standar prosedur operasional (SOP) sebagai acuan implementasinya.​[108]​ Selain itu perlunya kepatuhan terhadap hukum dari pelaku kebijakan seperti apa yang Anderson, dapat meminimalkan hambatan dalam implementasi kebijakan. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku menjadikan pelaksana kebijakan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, dan pelaksanaan kebijakan dapat memberi dampak positif terhadap target group. Faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan KTSP tersebut di atas mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan peran diantara pelaku kebijakan, sehingga implementasi dari kebijakan KTSP inipun seperti apa yang diharapkan pada awal dirumuskan dan dapat mengakibatkan kegagalan implementasi.​[109]​ Dengan demikian kegagalan implementasi kebijakan bisa disebabkan faktor-faktor penghambat tersebut, tetapi Parsons, mengatakan bahwa kegagalan implementasi suatu kebijakan cenderung karena faktor manusia. Pengambilan keputusan yang gagal memperhitungkan kenyataan adanya persoalan manusia yang sangat kompleks dan bervariasi. Yang dimaksud manusia yang sangat kompleks disini adalah baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun sekolah beserta warganya sebagau pelaku kebijakan dan target group.​[110]​
Berdasarkan pembahasan di atas, terkait dengan kurang berhasilnya implementasi, dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab kegagalan pelaksanaan kebijakan, antara lain : Teori yang menjadi dasar kebijakan itu kurang tepat, karenanya harus dilakukan reformulasi terhadap kebijakan tersebut, sarana yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak efektif, sarana mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya, isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar, ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern, kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak kelemahan, dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis, adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (uang, waktu dan sumberdaya manusia).
Hambatan yang diidentifikasi dari hasil penelitian dan beberapa pendapat mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan kurang berhasilnya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa kurang berhasilnya implementasi kebijakan tidak selalu disebabkan oleh kelemahan atau ketidakmampuan pelaksana atau administrator, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentukan kebijakannya yang kurang sempurna. Di sinilah peran penting yang dimainkan oleh pelaksana kebijakan dan harus mampu untuk mengambil langkah-langkah guna mengadakan reformulation sehingga kebijakan pokok itu dapat mencapai tujuannya. Kegagalan implementasi KTSP terjadi karena sekedar mengadopsi model apa adanya tanpa kesiapan dan upaya kreatif dari pelaku kebijakan, kepala madrasah bekerja berdasarkan agendanya sendiri tanpa memperhatikan aspirasi seluruh warga madrasah, kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada satu pihak, menganggap KTSP adalah hal biasa, tanpa usaha serius akan berhasil dengan sendirinya. Untuk menghindari faktor penghambat yang mengakibatkan kegagalan implementasi sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan suatu upaya yang melibatkan seluruh stakeholders guna mengadakan reformulasi kebijakan.
Hasil identifikasi faktor penghambat dan pendukung terhadap implementasi kebijakan KTSP tersebut di atas, dapat juga merupakan permasalahan pendidikan yang dapat dijadikan sebagai suatu tantangan dan hambatan yang harus dihadapi pemerintah. Untuk itu dalam pengembangan kebijakan, diharapkan hal-hal tersebut dapat diantisipasi sehingga implementasi akan lebih efektif. Agar implementasi kebijakan KTSP mencapai sasaran, maka guru, kepala madrasah, tokoh masyarakat dan stakeholders lainnya hendaknya benar-benar dapat duduk bersama, menentukan visi misi pendidikan ke depan. Keberhasilan implementasi kebijakan KTSP dalam kerangka desentralisasi pendidikan sangatlah bergantung pada good will semua pihak.
MBS yang menawarkan keleluasaan pengelolaan madrasah memiliki potensi yang dasar dalam menciptakan kepala madrasah, guru, dan tenaga administrasi yang profesional. Oleh karena itu, dalam  melaksanakan KTSP perlu seperangkat kewajiban dan tuntutan pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang tinggi kepada masyarakat. Dengan demikian, kepala madrasah harus mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, dan bertanggungjawab baik kepada masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan kepada siswa. Perubahan-perubahan tingkah laku kepala madrasah, guru, dan tenaga administrasi dalam mengelola madrasah merupakan syarat utama dari keberhasilan pelaksanaan KTSP. Dalam pelaksanaan KTSP ini dituntut kemampuan profesional dan manajerial dari semua komponen warga madrasah di bidang pendidikan agar semua keputusan yang dibuat madrasah didasarkan atas pertimbangan mutu pendidikan. Khususnya kepala madrasah harus dapat memposisikan sebagai agen perubahan di madrasah. Oleh karena itu, kepala madrasah harus :
1.	Memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru dan masyarakat sekitar madrasah
2.	Memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang teori pendidikan dan pembelajaran
3.	Memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menganalisa situasi sekarang untuk memperkirakan kejadian di masa depan sebagai input penyusunan program madrasah
4.	Memiliki kemampuan dan kemauan dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan efektifitas pendidikan di madrasah
5.	Mampu memanfaatkan berbagai peluang, menjadikan tantangan menjadi peluang, serta mengkonsepkan arah perubahan madrasah.
Implementasi KTSP secara benar akan memberikan dampak positif terhadap perubahan tingkah laku waga madrasah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Berdasarkan kewenangan yang diserahkan kepada madrasah, maka hal yang harus dilakukan oleh kepala madrasah dan warganya adalah seperti diuraikan berikut ini :
a.	Perencanaan dan Evaluasi
1)	Salah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh kepala madrasah sebelum merencanakan program peningkatan mutu madrasah adalah mendata sumber daya yang dimiliki madrasah (sarana dan prasarana, siswa, guru, staf administrasi, dan lingkungan sekitar, dan lain-lain)
2)	Mengankalisis tingkat kesiapan semua sumberdaya madrasah tersebut.
3)	Berdasarkan data dan analisis kesiapan sumber daya, kepala madrasah dengan warga madrasah secara bersama-sama menyusun program peningkatan mutu madrasah untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek
4)	Menyusun skala prioritas program peningkatan mutu untuk  program jangka pendek yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan
5)	Menyusun Rancangan anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM) untuk program satu tahun kedepan
6)	Menyusun sistem evaluasi pelaksanaan program madrasah bersama dengan warga madrasah
7)	Melakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan program madrasah secara jujur dan transparan kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan terus-menerus 
8)	Melakukan refleksi diri terhadap semua program yang telah dilaksanakan
9)	Melatih guru dan tokoh masyarakat dalam implementasi KTSP
10)	Menyelenggarakan lokakarya untuk evaluasi
b.	Pengelolaan Kurikulum
1)	Standar kurikulum 2004 yang akan diberlakukan telah ditentukan oleh pusat, madarsah sebelum menjabarkan kurikulum tersebut harus terlebih dahulu melakukan pemahaman kurikulum (silabus, materi pokok)
2)	Mengembangkan silabus berdasarkan kurikulum
3)	Mencari bahan ajar yang sesuai dengan materi pokok
4)	Menyusun kelompok guru sebagai penerima program pemberdayaan
5)	Mengembangkan kurikulum (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi), namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional
6)	Selain itu, madrasah diberi kebebasaan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.
c.	Pengelolaan KTSP
Berdasarkan hasil temuan dilapangan, baik hasil wawancara maupun observasi langsung, bahwa evaluasi KTSP yang dilakukan oleh kepala madrasah memberikan dampak yang baik. salah satunya adalah para guru senantiasa terbuka dan sering meminta masukan apabila mereka mendapatkan kesulitan dalam penyusunan KTSP. Di samping itu budaya kerja yang kondusif selalu ditunjukan oleh para guru. Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah,​[111]​ bahwa tahapan evaluasi yang dilakukan dalam rangka implementasi KTSP di Madrasah Aliyah Swasta Proyek UNIVA Medan adalah sebagai berikut:
1.	Kepala madrasah menilai langsung hasil KTSP yang sudah disusun oleh guru-guru.
Penilaian  secara langsung dilakukan oleh kepala madrasah untuk melihat sejauh mana hasil-hasil pelatihan yang sudah dijalankan, dan juga menilai kinerja guru dalam rangka implementasi KTSP. 
2.	Kepala madrasah bersama PKM 1 bidang kurikulum melakukan supervisi klinis yaitu memantau secara langsung bagaimana para guru melakukan pembelajaran di dalam kelas.
3.	Kepala madrasah dengan pengawas madrasah bersama-sama melakukan supervisi terhadap guru secara berkala.
4.	Pengawas madrasah secara berkala melakukan supervisi terahadap guru-guru yang sudah tersertifikasi. Bagi guru-guru yang sudah lulus sertifikasi, mereka lebih intensif mendapatkan evaluasi baik dari kepala madrasah maupun dari pihak pengawas madrasah.
Aktivitas evaluasi dan juga penilaian memang sejalan dengan program madrasah itu sendiri. pihak madrasah melalui kepala madrasah secara rutin melakukan evaluasi, baik yang berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar secara langsung, maupun yang berkenaan dengan KTSP. Rutinitas evaluasi memberi dampak positif bagi guru-guru, walaupun ada juga guru-guru yang tidak terlalu bersemangat apabila dievaluasi, karena merasa sudah senior. Inilah permasalahan yang kadang-kadang timbul dan menjadi problem tersendiri bagi kepala madrasah yang  menjalankan evaluasi. Oleh karena itu, pihak pimpinan biasanya mengajak musyawarah untuk mencari jalan keluar bagi tercipta kondusifitas belajar mengajar di MAS Proyek UNIVA Medan.​[112]​
Salah satu evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh pihak madrasah terhadap seluruh program madrasah termasuk KTSP adalah dengan melakukan  evaluasi diri atau evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat program mana yang paling berhasil dan mana yang belum berhasil. Untuk masalah program pembelajaran, salah satu evaluasinya adalah dengan mengadakan pelatihan terpadu bagi seluruh guru, baik dalam rangka penyegaran pemahaman, maupun dalam rangka pengkayaan materi. Untuk masalah penyegaran materi digabungkan dengan kegiatan MGMP (musyawarah guru mata pelajaran). Dalam hal ini tentunya disesuaikan guru mata pelajaran yang serumpun. Dari pertemuan antar guru mata pelajaran dihasilkan pengkayaan materi ajar. Efektifitas pertemuan MGMP dalam rangka evaluasi hasil KTSP tahun berjalan, pihak MGMP juga mengundang ahli untuk ikut memperkaya materi ajar para guru.  
Proses pembelajaran merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses pendidikan di madrasah. Di sinilah guru dan siswa berinteraksi dalam rangka transfer ilmu dan pengetahuan kepada siswa. Keberhasilan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat bergantung pada apa yang dilakukan oleh guru di kelas. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat :
1)	Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa
2)	Mengembangkan model pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran konstekstual (Contextual Teaching and Learning)
1)	Jumlah siswa per kelas tidak lebih dari 40 siswa
2)	Memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar
3)	Memanfaatkan lingkungan dan sumber daya lain di luar madrasah sebagai sumber belajar
4)	Pemanfaatan labolatorium untuk pemahaman materi
5)	Mengembangkan evaluasi belajar untuk 3 ranah (kognitif, afektif, psikomotorik
6)	Mengembangkan bentuk evaluasi sesuai dengan materi pokok





Penelitian yang dilakukan pada MAS. Proyek UNIVA Medan ini adalah mendeskripsikan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Berdasarkan penelusuran, observasi di lapangan, menunjukkan bahwa implementasi KTSP sudah berjalan, namun ada beberapa hal yang perlu ditekankan yaitu pemanfaatan teknologi dan penguasaan para  guru yang masih belum signifikan. Hal tersebut peneliti temukan ketika mengadakan wawancara langsung dengan responden (salah seorang guru) ketika peneliti tanyakan bagaimana penguasaan saudara tentang KTSP, jawabannya masih belum menguasai. Jadi bagaimana dengan tugas saudara dalam menyelesaikan pembuatan KTSP, kami meminta bantuan kepada kawan-kawan yang sudah bisa. Artinya ada guru yang hanya terima bersih dan sudah jadi, tanpa harus memikirkan bagaimana pembuatan KTSP.
Hasil penelitian ini masih kurang maksimal, karena informan sebagai salah satu pemberi informasi/ data belum maksimal digali. Di samping itu, penelitian ini juga masih terbatas pada pemaparan secara deskriptif terhaap gejala-gejala dan juga prilaku yang terjadi di lapangan. Peneliti belum sepenuhnya mengobservasi setiap moment yang diharapkan menjadi temuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu ada penelitian lanjutan guna mendeskripsikan lebih jauh gejala-gejala dan juga tingkah laku informan yang menjadi pemasok data dan informasi. Namun demikian, penelitian ini juga telah menggunakan metode-metode standar dalam penelitian kualitatif.
Temuan penelitian di lapangan berkenaan dengan performan guru dan penguasaan teknologi pembelajaran, masih ada guru-guru yang belum menguasai peralatan tersebut, alasannya sudah terlalu tua untuk menguasainya. Dengan demikian, guru-guru yang tidak menguasai teknologi, baik untuk pembelajaran maupun dalam rangka pembuatan KTSP, menajdi tugas guru-guru muda yang terampil menggunakan teknologi untuk membantunya. Oleh karena itu, implementasii kurikulum tingkat satuan pendidikan secara umum memang sudah berjalan dengan baik, tetapi ada hal-hal lain yang masih perlu ditekankan supaya implementasinya lebih baik lagi. Permasalaham guru-guru tua yang tidak bisa menggunakan multi media menjadi tugas tersendiri bagi pimpinan madrasah untuk mendampingi dan mengarahkannya, sehingga paling tidak mereka mampu mengoperasikan komputer/ laptop yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran dan memperkaya metode pengajaran.






























	Berdasarkan hasil studi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dapat disimpulkan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan implementasi KTSP di MAS Proyek UNIVA Medan. Secara rinci kesimpulan tersebut dapat dijabarkan di bawah ini:
1.	Berkenaan dengan perencanaan KTSP di MAS Proyek UNIVA Medan, bahwa perencanaan KTSP di Madrasah tersebut dimulai dari sosialisasi sampai tahap pelatihan yang dilakukan  secara intensif. Dari hasil perencanaan ditemukan sasaran dan target, bahwa seluruh perencanaan yang  telah dilakukan dijalankan dengan pengukuran, meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian.
2.	Berkenaan dengan pengorganisasian KTSP oleh kepala madrasah yang dibantu oleh PKM I Bidang Kurikulum, memastikan bahwa seluruh guru yang mengajar dan proses belajar mengajar di MAS Proyek UNIVA Medan membuat perencanaan pembelajaran (baik RPP, Silabus dan KKM) sesuai perencanaan. Pembagian jam mengajar berkaitan dengan efisiensi penggunaan dan pembuatan program tahunan.
3.	Berkenaan dengan pelaksanaan KTSP di MAS  Proyek UNIVA Medan, bahwa KTSP yang sudah disusun oleh para guru harus sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Pelaksanaan KTSP sejalan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dituntut dalam KTSP yaitu pembelajaran efektif.
4.	Berkaitan dengan pengawasan KTSP di MAS Proyek UNIVA Medan, bahwa pengawasan dilakukan secara kontinyu oleh kepala madrasah yang dibantu PKM 1 Bidang Kurikulum. Pengawasan ini meliputi kesiapan guru dalam menyelesaikan silabus dan RPP KTSP. Artinya setiap guru dipastikan membuat dan menyusun silabus, RPP dan KTSP diserahkan kepada PKM 1 bidang kurikulum untuk diperiksa dan direvisi sesuai dengan pedoman penyusunan dan penyesuaian dengan materi ajarnya. Selain itu, pengawasan yang dilakukan kepala madrasah berkaitan dengan tugas mengajar guru secara langsung yaitu pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar dikelas dan di luar kelas.
5.	Berkenaan dengan evaluasi KTSP di MAS Proyek UNIVA Medan, bahwa kegiatan evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan terpadu atau integral, baik yang berkenaan dengan belajar mengajar/pelaksanaan KTSP, program tahunan dan program sekolah secara mikro dan makro. Berkaitan dengan evaluasi, kepala madrasah melakukan evaluasi langsung dalam bentuk supervisi klinis pada saat guru mengajar di kelas, juga melakukan supervisi bersama-sama dengan pengawas madrasah pada waktu-waktu tertentu, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal (insidental). Di samping itu juga ada pengawasan dari pengawas madrasah secara mandiri berkaitan dengan guru-guru yang sudah lulus program sertifikasi. Pengawas madrasah memastikan bahwa seluruh guru yang sudah lulus sertifikasi benar-benar meningkatkan kinerjanya dengan baik.
Dengan demikian, implementasi KTSP yang dilakukan guru-guru dengan menggunakan evaluasi sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar dan indikator.

B. Saran-saran
	Berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut di atas, dengan ini penulis kemukakan saran-saran sebagai berikut:
1.	Kepala  madrasah
Kepala madrasah sebagai penanggungjawab keberhasilan pencapaian tujuan madrasah disarankan:
a.	Agar berusaha meningkatkan manajemen pendidikan madrasah dengan cara membaca buku-buku dan tulisan-tulisan, serta mengikuti berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya tentang kegiatan pengelolaan madrasah.
b.	Mengusahakan berbagai bahan bacaan yang berhubungan dengan informasi pendidikan serta meningkatkan sumber daya para guru.
c.	Berusaha menggali pengalaman para kepala madrasah yang telah berhasil dalam pengelolaan madrasah serta melakukan studi banding.
d.	Berusaha mengirim para guru untuk mengikuti pelatihan, baik yang berhubungan dengan bidang studi/mata pelajaran atau pun yang berkenaan dengan pengembangan wawasan keguruan.
e.	Menyarankan para guru untuk senantiasa meningkatkan pendidikannya ke jejang yang lebih tinggi.
f.	Berusaha mempromosikan para guru yang berprestasi guna merangsang kinerja para guru.
g.	Selalu mengadakan supervisi dan perbaikan metode mengajar para guru.
h.	Sering mengadakan diskusi dengan bawahan tentang berbagai hal yang menyangkut keberhasilan dan kurang-berhasilan madrasah yang dipimpinnya.
i.	Memprakarsai pembentukan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).

2.	Kepada Guru disarankan:
a.	Agar membantu Kepala Madrasah memberi jalan keluar dari permasalahan pengelolaan pendidikan di madrasah serta mendukung segenap upaya-upaya peningkatan kinerja warga madrasah.
b.	Memberikan/menyumbangkan ide-ide pengembangan madrasah melalui kegiatan pengembangan strategi pembelajaran, peningkatan kinerja komponen madrasah dan mutu madrasah.
c.	Menambah pengetahuan kurikulum dan manajemen pembelajaran dengan cara mengikuti pelatihan dan seminar, serta membaca buku-buku yang berkaitan dengan manajemen pembelajaran.
d.	Melaksanakan tugas dan fungsi guru secara lebih profesional, mewujudkan kerjasama dan kebersamaan dalam meningkatkan mutu madrasah.
e.	Melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pembimbing bagi setiap siswa, dan berusaha menjadi pembimbing yang baik.
f.	Membantu kepala madrasah dalam membina hubungan dengan warga masyarakat.
g.	Membantu kepala madrasah dalam bekerja sama dengan orang tua siswa/ wali siswa.
h.	Membantu kepala madrasah dalam bekerja sama dengan komite madrasah.
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